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ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
      NAMA: DIANA ASYA VERONIKA
NIM    : 2110090811004

Peningkatan kualitas layanan merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki mutu pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Layanan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam menjamin hak masyarakat atas informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, dalam pelaksanaannya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai masih ditemukan beberapa gejala masalah, antara lain belum optimalnya konektivitas jaringan, keterbatasan sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi serta kesiapan infrastruktur digital yang belum memadai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, mengetahui pembaruan dari strategi peningkatan yang dijalankan, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Penelitian menggunakan teori David Osborne dan Plastrik (2001) dengan lima strategi yaitu strategi inti, konsekuensi, pelanggan, pengawasan dan budaya. Informan penelitian berjumlah lima orang pejabat struktural yang ditentukan dengan purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang sudah memanfaatkan teknologi informasi namun masih terkendala infrastruktur dan sumber daya manusia; (2) layanan informasi dan komunikasi publik yang semakin berkembang melalui website dan media sosial meski menghadapi hambatan pada keamanan data dan gangguan sistem; dan (3) kemitraan informasi dan komunikasi publik yang melibatkan berbagai pihak tetapi belum maksimal karena keterbatasan inovasi dan budaya kerja sama. Secara keseluruhan, strategi inti, konsekuensi, pelanggan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik, sedangkan strategi budaya masih kurang terlaksana dengan baik sehingga menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik itu pelanggan, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari komunikasi, penyampaian informasi, hingga penyediaan barang atau jasa, dengan tujuan utama memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dalam konteks yang lebih luas, pelayanan tidak hanya terbatas pada sektor bisnis, tetapi juga mencakup sektor publik, seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi (Hardiansyah, 2011).
Pelayanan yang baik biasanya ditandai oleh beberapa elemen penting, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, dan profesionalisme. Kecepatan mengacu pada kemampuan penyedia layanan untuk merespons kebutuhan pelanggan secara sigap. Ketepatan berarti layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau harapan penerima layanan. Keramahan berkaitan dengan sikap dan etika dalam berinteraksi, sedangkan profesionalisme mencakup kompetensi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas (Saehabudin, 2023).
Pelayanan di Indonesia mencakup berbagai sektor yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan ini terus berkembang seiring dengan digitalisasi dan inovasi dalam sektor publik (Salbiyah, 2024)
Dari sisi regulasi, pelayanan sering kali diatur oleh hukum, peraturan, atau kebijakan tertentu yang bertujuan untuk memastikan standar kualitas tertentu serta melindungi hak dan kewajiban baik bagi penyedia maupun penerima layanan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti prinsip-prinsip pelayanan, hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pengaduan, serta sanksi bagi pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan (Pipit Muliyah, 2023).
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat tiga jenis pelayanan publik, yaitu :
1. Pelayanan Administratif : Pelayanan ini berkaitan dengan pengurusan dokumen atau administrasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Beberapa contohnya adalah pembuatan KTP, paspor, sertifikat tanah, izin usaha, serta akta kelahiran dan kematian
2. Pelayanan Barang Publik : Jenis pelayanan ini melibatkan penyediaan barang yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun bersubsidi. Contohnya adalah penyediaan air bersih oleh PDAM, listrik oleh PLN, serta distribusi bahan bakar dan pupuk bersubsidi
3. Pelayanan Jasa Publik : Pelayanan ini mencakup berbagai layanan yang diberikan dalam bentuk jasa kepada masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, layanan transportasi umum seperti kereta api dan bus, serta layanan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi
Informasi publik merupakan segala bentuk data, fakta, atau dokumen yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi, kecuali yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang (Fitriani, 2023)
Pelayanan informasi publik termasuk ke dalam pelayanan publik, karena layanan ini merupakan kewajiban pemerintah atau badan publik untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan ini dilakukan untuk menjamin hak warga negara atas informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 
Undang-Undang KIP mengatur bahwa setiap badan publik, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang menggunakan dana publik, wajib menyediakan, mengelola, dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Regulasi ini juga menetapkan adanya mekanisme pengajuan permohonan informasi, tanggapan atas permintaan tersebut, serta penyelesaian sengketa jika akses informasi ditolak atau dianggap tidak sesuai (Sastro et al., 2010)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang besar bagi perbaikan dalam pelayanan informasi publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi publik telah memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan responsif (Mukhsin, 2020)
Kota Dumai adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi kawasan Sumatra. Berada di pesisir timur Pulau Sumatra, Dumai dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat industri yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor minyak dan gas. (Simbolon, 2020)
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota Dumai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian. Pembentukan DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.


Berikut adalah jenis-jenis pelayanan oleh Diskominfotiksan Kota Dumai
Tabel l.1
Jenis-Jenis Pelayanan Diskominfotiksan Kota Dumai
	No
	Jenis Layanan
	Dasar Hukum
	Deskripsi Layanan

	1.
	Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Menyediakan informasi yang terbuka untuk masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Contoh : Masyarakat meminta data anggaran pemerintah daerah melalui website PPID

	2.
	Pelayanan Infrastruktur E-Government
	PP No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Menyediakan dan mengelola jaringan internet dan intranet untuk instansi pemerintahan daerah
Contoh : Diskominfotiksan menyediakan jaringan Wi-Fi untuk kantor-kantor pemerintahan

	3.
	Pelayanan Aplikasi E-Government
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – ITE
	Aplikasi layanan publik online yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan mengajukan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan
Contoh : Aplikasi SP4N-LAPOR untuk menyampaikan keluhan masyarakat

	4.
	Pelayanan Statistik dan Persandian
	UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
	Mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan
Contoh : Menyusun data jumlah penduduk miskin di Dumai


Sumber Data : Renstra Diskominfotiksan Kota Dumai tahun 2021-2026

Berikut alur pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.
Bagan l.1
Alur Pelayanan Diskominfotiksan Kota Dumai


Sumber Data : Renstra Diskominfotiksan Kota Dumai tahun 2021-2026
Layanan informasi publik merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal penyediaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan informasi publik bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat agar dapat mengakses informasi secara cepat, tepat dan akurat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang kebijakan, program kerja hingga penggunaan anggaran pemerintah. Dengan kata lain, layanan informasi publik adalah wujud nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance.
Layanan informasi publik dijalankan melalui berbagai media komunikasi yang telah disediakan oleh instansi tersebut. Media utama yang digunakan adalah website resmi Diskominfotiksan Kota Dumai yang berfungsi sebagai pusat informasi publik. Melalui situs tersebut, masyarakat dapat mengakses data, berita kegiatan dan juga mengajukan permohonan informasi secara langsung. Selain itu, Diskominfotiksan juga memanfaatkan website resmi Pemerintah Kota Dumai sebagai sarana penyebaran informasi umum yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan jenis layanan pada Diskominfotiksan Kota Dumai sebagai berikut.








Tabel l.2
Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan jenis layanan
	Jenis Layanan
	Langkah SOP



	A. Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui formulir PPID (online atau offline) 
2. Petugas PPID memverifikasi permohonan dalam waktu maksimal 3 hari kerja 
3. Jika informasi tersedia, akan diberikan dalam waktu 10 hari kerja 



	B. Pelayanan Infrastruktur E-Government
	1. OPD atau unit kerja mengajukan permohonan melalui surat resmi atau sistem tiket layanan
2. Diskominfotiksan memeriksa kelengkapan dokumen dan kebutuhan teknis
3. Tim teknis melakukan analisis kebutuhan serta ketersediaan infrastruktur





	C. Pelayanan Aplikasi E-Government
	1. OPD mengajukan permohonan terkait aplikasi yang dibutuhkan
2. Diskominfotiksan melakukan analisis spesifikasi aplikasi atau kendala yang terjadi
3. Tim IT melakukan pengkodean, modifikasi, atau debugging aplikasi

	D. Pelayanan Statistik dan Persandian
	1. OPD dan instansi terkait menyampaikan data yang dibutuhkan
2. Diskominfotiksan melakukan verifikasi dan analisis data untuk memastikan akurasi
3. Data dipublikasikan dalam bentuk laporan atau dashboard digital sesuai kebutuhan


Sumber Data : Renstra Diskominfotiksan Kota Dumai tahun 2021-2026
Pada Website Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sering error dikarenakan salah satu server nya down, perangkat rusak, dan overload jaringan. Error atau kerusakan pada pengelolaan website bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah keamanan website itu sendiri. 
Lama waktu maintenance pada website Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Dumai sangat bergantung pada jenis gangguan yang terjadi. Jika error disebabkan oleh server yang down, biasanya proses pemulihannya bisa berlangsung antara satu hingga empat jam, terutama jika hanya memerlukan restart atau penyesuaian konfigurasi ringan. Namun, bila terjadi kerusakan perangkat keras pada server, proses maintenance dapat memakan waktu satu hingga dua hari, tergantung pada ketersediaan komponen dan teknisi.
Kerusakan pada perangkat fisik seperti router, switch, atau hard disk juga bisa memperpanjang waktu perbaikan. Dalam kasus seperti ini, lama waktu maintenance bisa mencapai satu minggu apabila penggantian suku cadang memerlukan proses pengadaan atau pemesanan. Selain itu, jika gangguan berasal dari overload jaringan akibat tingginya trafik pengguna, maka penanganannya relatif lebih cepat sekitar 30 menit hingga beberapa jam melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas server, atau pemanfaatan layanan CDN (Content Delivery Network).
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keamanan situs. Jika website mengalami serangan siber seperti hacking, malware, atau serangan DDoS, maka proses perbaikannya bisa berlangsung lebih lama karena perlu audit keamanan secara menyeluruh, pembersihan sistem, dan pemulihan dari backup data yang aman. Dalam kondisi ini, waktu maintenance bisa mencapai beberapa hari tergantung pada tingkat kerusakan dan kesiapan sistem cadangan.
Dengan demikian, estimasi waktu maintenance pada website Diskominfotiksan bisa sangat bervariasi, mulai dari hitungan jam hingga beberapa hari, tergantung kompleksitas masalah dan kesiapan infrastruktur serta tim teknis yang menanganinya.
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Memandang beberapa bulan lalu seluruh Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik mengalami gangguan yang disebabkan oleh kerusakan di Pusat Data Nasional (PDN) sehingga tenaga ahli di Kominfo Dumai berusaha untuk mengatasi dan selalu mengamankan data yang sudah ada.
Ketika terjadi error atau gangguan pada sistem, langkah pertama yang dilakukan adalah observasi untuk mengidentifikasi letak kesalahan serta mencari solusi dan perbaikan yang tepat. Pemerintah Kota Dumai memiliki regulasi tertentu dalam menangani perbaikan, terutama jika melibatkan pembelian alat, server, atau komponen pendukung lainnya, yang mungkin memerlukan waktu cukup lama. Namun, Pemerintah Kota Dumai tetap berupaya menciptakan solusi atau alternatif lain guna memastikan kelancaran layanan. Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan publikasi secara transparan apabila terjadi gangguan layanan publik yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama.
Fenomena yang dapat diambil dari permasalahan website Diskominfotiksan yang sering error adalah kurangnya kesiapan infrastruktur digital dalam pelayanan publik berbasis teknologi. Meskipun pemerintah telah mendorong digitalisasi layanan, masih banyak instansi yang menghadapi kendala dalam implementasinya. Salah satu fenomena yang terlihat adalah rendahnya kualitas dan ketahanan sistem digital pemerintah daerah. Banyak website instansi yang mengalami gangguan teknis akibat keterbatasan server, teknologi yang usang, serta keamanan yang lemah. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kesiapan infrastruktur teknologi informasi antara daerah satu dengan yang lain.
Hasil penelitian (Noerisma, 2024) yang berjudul “Strategi Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon” menunjukkan adanya tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola pelayanan informasi publik, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan materi informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan untuk memperoleh informasi. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan mengalihkan fokus dari identifikasi masalah internal ke strategi dan solusi praktis peningkatan layanan.
Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan materi informasi oleh petugas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hak atas informasi. 
Pada Diskominfotiksan Kota Dumai masih dijumpai permasalahan rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang informasi teknologi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian di bidang informasi teknologi, baik dalam analisis, pengembangan aplikasi, database, pemrograman, maupun jaringan. Banyak lulusan informasi teknologi lebih tertarik bekerja di sektor swasta atau di kota-kota besar yang menawarkan gaji dan peluang karier yang lebih menjanjikan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan mungkin masih terbatas, sehingga pegawai yang ada belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kurangnya kolaborasi dengan institusi pendidikan dan industri informasi teknologi juga bisa menjadi kendala dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. (Diskominfotiksan, 2023)
Kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Diskominfotiksan juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada. Program pelatihan, workshop, atau sertifikasi yang relevan dengan perkembangan teknologi masih terbatas, sehingga pegawai yang sudah bekerja tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk meningkatkan keterampilan mereka agar tetap relevan dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam mengadakan pelatihan yang bersifat teknis dan mendalam.
Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan atau industri informasi teknologi yang dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Minimnya program magang, kerja sama penelitian, atau inisiatif pengembangan sumber daya manusia berbasis kebutuhan daerah membuat lulusan informasi teknologi yang tersedia tidak secara langsung dapat mengisi kebutuhan spesifik di Diskominfotiksan. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak sejalan dengan kurikulum pendidikan yang ada, sehingga lulusan yang tersedia tidak selalu memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja di sektor pemerintahan.
Adapun strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik antara lain : 
1. Pembangunan infrastruktur internet yang stabil
2. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) 
3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Dumai 
4. Membuat konten-konten yang kreatif di akun instagram @kominfo.dumai 
5. Diskominfotiksan Kota Dumai secara rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai pemerintahan
Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai”. 
B. Rumusan Masalah 
Sebagaimana diketahui pada pelaksanaannya, pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai masih ditemui beberapa gejala-gejala yang tidak sesuai dengan target yaitu :
1. Belum optimalnya konektivitas jaringan
2. Kesiapan infrastruktur digital yang belum optimal
Berdasarkan dari gejala-gejala masalah yang penulis temukan diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
“Bagaimana strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai 
b. Untuk mengetahui kendala strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai sumber informasi kepada pihak pihak yang memerlukan, terutama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam pelaksanaan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik
b. Sebagai bahan informasi bagi penulis dalam menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan di bidang Administrasi khususnya Studi Administrasi Negara
c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian permasalahan yang sama


BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Strategi
Strategi berasal dari kata Yunani yang berarti kepemimpinan dalam ketentaraan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana memanajemen sebuah perang,bagaimana mengkondisikan dan mengkomando pasukan. Untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan strategi maka perlu diketahui definisi strategi menurut (Tjiptono, 2012) adalah pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai posisi dan sasaran organisasi dalam hal pelayanan pelanggan. 
(Kamaruddin, 2019) mengemukakan bahwa ada berbagai tipe strategi yang dapat dirumuskan : (1). Grand strategy yaitu usaha secara terus menerus dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, (2). Generic strategy yaitu usaha untuk mewujudkan biaya total terendah (low cost) atau diferensiasi luas (broad differentiation) dengan fokus pasar luas atau sempit, dan (3). Value based strategy yaitu usaha untuk mengarahkan manajer agar bertanggung jawab atas : (1). Memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan customer, dan (2). Penciptaan sistem strategic untuk secara berkelanjutan melakukan improvement terhadap value tersebut dan untuk menunaikan kewajiban organisasi”.
Beberapa definisi-definisi mengenai strategi tersebut di atas secara jelas rumusan strategi menyinggung bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungannya. Strategi merupakan pernyataan maksud yang mendefenisikan cara untuk mencapai tujuan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya organisasi yang penting untuk jangka panjang serta mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal organisasi.
2. Kualitas Layanan
Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan dan salah salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani (Harbani Pasolong, 2014).
Pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati” yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan (Sinambela, 2011).
Menurut (Dwiyanto, 2008) untuk menilai kualitas pelayanan publik terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan pelayanan publik di Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi : 
1. Responsiveness atau resposivitas adalah daya tanggap penyedia layanan layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntunan pengguna layanan
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat
(Sangadji, 2013) menyebutkan bahwa "kualitas pelayanan yang diterima konsumen merupakan perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelayanan yang konsumen terima.
Menurut (Tjiptono, 2012) mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, yakni sebagai berikut ini. 
1. Reliability, yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal (right the first time) dan telah memenuhi janji (iklan) nya
2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan 
3. Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu
4. Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, dan saluran komunikasi mudah dihubungi
5. Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal perusahaan 
6. Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan
7. Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Di sini menyangkut nama dan reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan
8. Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari bahaya, risiko atau keragu-raguan 
9. Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan
10. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik dari pelayanan
3. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik berfokus pada upaya menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pemerintah atau instansi penyelenggara layanan perlu melakukan survei, mendengarkan masukan, serta mengevaluasi kelemahan yang ada. 
Strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup, dan tidak bertanggung jawab. Konsep yang ditawarkan para ahli untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik cukup banyak. Salah satu diantara strategi tersebut yang cukup dominan, yaitu strategi (David Osborne dan Plastrik, 2001). 
Terdapat lima strategi penyelenggaraan layanan publik yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut David Osborne dan Plastrik adalah sebagai berikut :
 1. Strategi Inti (core strategy)
      Strategi inti berkaitan dengan tujuan organisasi dan fungsi inti organisasi pemerintahan. Strategi ini bertujuan untuk memperjelas visi dan misi organisasi, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menciptakan mekanisme baru dalam penetapan tujuan yang strategis. Strategi ini akan membantu dalam memperjelas tujuan, peran pimpinan dan pegawai, arahan organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis
2. Strategi Konsekuensi (consequences strategy)
     Strategi konsekuensi berkaitan dengan sistem intensif yang berfokus pada menciptakan konsekuensi, baik positif maupun negatif. Strategi ini akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan melalui reward atau punishment memperhitungkan risiko ekonomi, dan dapat mendorong organisasi untuk mengarahkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada
3. Strategi Pelanggan (customer strategy)
      Strategi pelanggan berkaitan dengan akuntabilitas dalam memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan, bermaksud menciptakan lingkungan strategis untuk mencapai tingkat layanan yang optimal dengan menciptakan umpan balik dari masyarakat, membuat prosedur sederhana, sistem layanan berbasis online dengan mengikuti perkembangan zaman
4. Strategi Pengawasan (control strategy)
      Strategi pengawasan berkaitan dengan penataan organisasi dan bentuk pengendalian dalam organisasi yang menitikberatkan kepada visi dan misi organisasi dan masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan mampu menciptakan kapabilitas, kemandirian dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan
5. Strategi Budaya (culture strategy)
      Strategi budaya berkaitan dengan perubahan budaya kerja seperti kebiasaan, emosi, dan psikologi untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan
Model manajemen stategi menurut (Wheelen dan Hunger, 2012) ada empat tahapan yaitu :
1. Pengamatan lingkungan
      Tahap ini merupakan proses awal dalam manajemen strategi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan memantau informasi dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi
2. Perumusan strategi
     Tahapan ini melibatkan penetapan misi, visi, tujuan jangka panjang, serta penyusunan strategi yang sesuai dengan hasil pengamatan lingkungan
3. Implementasi strategi 
       Setelah strategi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan strategi ke dalam tindakan nyata
4. Evaluasi/pengendalian
      Tahapan akhir ini adalah untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan
Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi menurut (Hasibuan, 2022) terbagi menjadi 6 bagian yaitu :
1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan 
     Tahapan pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah inti yang dihadapi organisasi secara objektif dan menyeluruh
2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis 
      Setelah masalah utama ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan umum (tujuan dasar) dan tujuan khusus (sasaran strategis) yang ingin dicapai
3. Menyusun perencanaan tindakan 
      Pada tahap ini, dirumuskan rencana operasional untuk mencapai sasaran strategis
4. Mempertimbangkan keunggulan 
      Strategi yang disusun harus memanfaatkan keunggulan kompetitif organisasi, baik dari sisi sumber daya, kapasitas, jaringan, atau pengalaman
5. Mempertimbangkan keberlanjutan 
 Strategi yang baik juga harus berkelanjutan dalam jangka panjang
6. Menyusun rencana pemberdayaan
     Tahap ini bertujuan untuk memberdayakan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, agar dapat mendukung dan menjalankan strategi dengan efektif
Menurut (Istianto, 2011) ada enam prinsip pokok dalam strategi peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut meliputi : 
1. Kepemimpinan, strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan
2. Pendidikan, semua personil perusahaan dan manejer puncak sampai karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas
3. Perencanaan, proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya
4. Review, merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas 
5. Komunikasi, implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah masyarakat umum, dan lain-lain
6.  Penghargaan dan pengakuan (Total human reward), penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani
Menurut (Tjiptono, 2015) terdapat beberapa unsur-unsur dalam sistem kualitas yang bisa menentukan, merencanakan, mengembangkan dan menyempurnakan kualitas dengan cara melakukan strategi-stretagi dasar sebagai berikut :
1. Menetapkan tujuan yang jelas
     Setiap perusahaan harus mempunyai tujuan yang spesifik dan jelas agar bisa berhasil dalam menetapkan kualitas. Bila visi dan tujuan organisasi ditetapkan dengan cermat dan didasarkan pada tuntutan pelanggan, maka organisasi yang bersangkutan dapat mencapai pertumbuhan dan profitabilitas yang besar
2. Memprakarsai atau meredefinisi budaya organisasi
      Strategi ini tidak diarahkan pada pemecahan masalah, tetapi lebih pada upaya memperbaiki kondisi dasar di dalam organisasi, agar semua karyawan yang bekerja secara lebih baik dan lebih sukses
Budaya ini tercermin dalam karakteristik berikut :
a. Perilaku sesuai dengan slogan,
b. Masukan dari pelanggan secara aktif dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus,
c. Para karyawan dilibatkan dan diberdayakan,
d. Pekerjaan dilakukan dalam tim kerja,
e. Manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan,
f. Manajemen puncak memberikan contoh dan panutan mengenai perilaku dan aktivitas yang sesuai dengan harapan organisasi,
g. Sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan,
h. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan agar para karyawan pada semua jenjang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus
i. Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi terhadap perbaikan kualitas secara terus-menerus,
j. Rekan kerja dalam organisasi diperlakukan sebagai pelanggan internal,
k. Pemasok diperlakukan sebagai mitra kerja
3. Mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten
     Mendengarkan karyawan dan pelanggan merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai sasaran, tujuan, prioritas dan kepuasan mereka. Komunikasi yang ajeg/konsisten sangat konsisten sangat membantu setiap individu untuk memahami bahwa kontribusi individual mereka dapat memberikan hasil yang signifikan bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan iklim keterbukaan dalam organisasi, supaya setiap karyawan berani dan bersedia menyampaikan gagasan, pendapat, saran, komentar, pertanyaan, kritik dan ketidakpuasan mereka. Selain itu, perlu dikembangkan pula komunikasi yang interaktif dengan para pelanggan, agar bisa diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan dan keinginan mereka, tuntutan mereka terhadap produk atau jasa perusahaan, serta umpan balik dari mereka berkenaan dengan konsumsi produk/jasa yang dibeli
4. Melembagakan Pendidikan dan Pelatihan
     Pelatihan sangat penting bagi setiap orang. Semakin baik seorang karyawan dilatih, maka akan semakin baik pula kinerjanya. Semakin terlatih baik seorang pelanggan, maka semakin andal jasa yang disampaikan. Dalam bidang jasa, sudah merupakan keharusan bahwa keterampilan dan pendidikan berjalan seiring. Bila itu terjadi, maka organisasi akan bisa mencapai keunggulan kualitas dan mempertahankan kesesuaian kualitas tersebut di seluruh jajaran organisasi
5. Mendorong perbaikan terus-menerus
     Program perbaikan kualitas terus-menerus menempatkan pelanggan sebagai pihak terpenting. Program yang kerap kali disebut pula program customer-based ini sangat menekankan aspek kesinambungan (terus- menerus), karena unsur-unsur yang terdapat dalam kualitas selalu mengalami perubahan. Apa yang saat ini dipandang telah berkualitas, dalam waktu tidak terlalu lama bisa saja sudah tidak lagi memadai
4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi, teknologi informasi, data statistik, dan keamanan persandian guna mendukung transparansi, keterbukaan informasi, serta efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengembangan sistem e-government, penyebaran informasi kepada masyarakat, pengelolaan jaringan dan infrastruktur teknologi, serta perlindungan data dan informasi pemerintahan melalui sistem persandian.
Secara umum, Diskominfotiksan berfungsi sebagai fasilitator dalam implementasi kebijakan komunikasi dan informatika, memastikan akses informasi yang cepat dan akurat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan statistik daerah yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta menjaga keamanan informasi melalui enkripsi dan sistem persandian agar data pemerintahan tetap aman dari ancaman siber.
Menurut para ahli, komunikasi dan informatika merupakan aspek penting dalam pemerintahan modern. Menurut (McQuail, 2010), komunikasi merupakan proses penyampaian pesan secara efektif untuk mencapai pemahaman bersama, sehingga dalam konteks pemerintahan, peran Diskominfotiksan sangat krusial dalam menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat. Sementara itu, menurut (Loudon, 2020), teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam sistem administrasi modern karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam kajian yang dilakukan. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis : 
Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

	No
	Judul
	Penulis/Tahun
	Tujuan
	Metode
	Teori
	Hasil

	
1
	Strategi Layanan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan

	
DyahBayu Ratna, 2018
	
Penelitian ini menjelaskan tentang Strategi Layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

	
Deskriptif kualitatif

	
Sutedi

1.Meningkatnya profesionalitas aparat
2. Terciptanya good governance
3.Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi informasi
4. Menurunnya keluhan masyarakat
5. Menurunnya pungutan liar

	
Implementasi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) di Kabupaten Pasuruan yang dijalankan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan belum berjalan maksimal. Perlu adanya pembenahan dalam birokrasi pemerintahan dan juga peningkatan sarana aplikasi informatika yang dapat mendukung ketebukaan informasi publik dengan perlu di lakukan penangganan pada Sistem Aplikasi Informasi yang dapat mendukung berjalan program E-Goverment di Kab.Pasuruan


	2
	Strategi Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo)Kota Cilegon
	Titi Stiawati,Mega Okta Noerisma, 2024
	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menggambarkan bagaimana Strategi yang tepat dilakukan oleh Diskominfo Kota Cilegon Dalam Pelayanan Informasi Publik
	Kualitatif
	Wheelen dan Hunger 
1.Pengamatan lingkungan
2.Formulasi strategi 
3. Implementasi strategi
4.Evaluasi dan kontrol
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cilegon dalam pelayanan informasi publik telah mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya terutama dalam hal evaluasi yang dilakukan.




	3
	Strategi Penyampaian Informasi Publik Oleh Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Di Kota Padangsidimpuan 
Provinsi Sumatera Utara
	Izzat Ibrahim Hasibuan, 2022
	Untuk menemukan 
strategi Diskominfo dalam penyampaian informasi publik di Kota Padangsidimpuan serta menemukan kendala Diskominfo dalam penyampaian 
informasi publik di Kota Padangsidimpuan
	Deskriptif kualitatif
	Triton 

1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan 
2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis 
3. Menyusun perencanaan tindakan 
4.Mempertimbangkan keunggulan 
5.Mempertimbangkan keberlanjutan 
6.Menyusun rencana pemberdayaan
	Strategi Penyampaian Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, sesuai teori tahapan strategi 
yang dikemukakan oleh Triton, maka dilakukan 6 strategi yakni (1) Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan, yakni melakukan survey ke desa-desa 
untuk mengetahui masalah apa yang terjadi. (2) Menetapkan tujuan dasar dan 
sasaran strategis dengan penyampaian informasi publik melalui media sosial, 
media cetak. dan media elektronik. (3) Menyusun perencanan tindakan dengan 
Mou. (4)Mempertimbangkan keunggulan dengan SOP diskominfo. (5)Mempertimbangkan keberlajutan menggunakan social media dan mobil siaran keliling ke desa- desa terpencil yang tidak dijangkau internet. (6) Menyusun 
perencanaan pemberdayaan dengan kerjasama dengan beberapa pihak insan pers

	4
	Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
	Muhammad Anas, 2023
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan informasi publik pada dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota polewali mandar
	Kualitatif
	Yusuf Gunawan
1. Layanan informasi yang bersifat umum
2. Layanan informasi yang bersifat khusus
	Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa layanan informasi publik pada dinas kominfo Polman sesuai SOP yang diterapkan untuk terwujudnya pelayanan informasi yang berkualitas sesuai misi

	5
	Strategi Diskominfo Dalam Meningkatkan
Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat
Di Kabupaten
Kampar
	Alhazami Erid, 2022
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi desiminasi Diskominfo dalam
meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat di kabupaten
kampar
	Kualitatif Deskriptif
	Sastropoetro
1. Pesan yang disebarkan haruslah disusun secara jelas,
mantap, dan singkat agar mudah ditangkap

2. Lambang-lambang
yang digunakan haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh mereka
yang menjadi sasaran

3. Pesan yang
disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat

4. Perhatian dan keinginan pada si penerima pesan 
	Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa strategi yang dilakukan kominfo dalam memberika informasi kepada masyarakat di kabupaten Kampar adalah melalui jaringan internet, media
sosial dan media cetak



C. Operasional Variabel Penelitian 
Untuk memudahkan analisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian serta pemahaman terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan variabel operasional yang sesuai dengan kajian penelitian ini pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, sebagai berikut : 
1. Strategi 
     Strategi mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, penyebaran informasi publik, optimalisasi teknologi informasi, serta pengelolaan data dan keamanan persandian pada Diskominfotiksan Kota Dumai
2. Kualitas Layanan
      Kualitas Layanan mengacu pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Diskominfotiksan Kota Dumai
3. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
      Strategi Peningkatan Kualitas Layanan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Diskominfotiksan Kota Dumai untuk meningkatkan mutu layanan informasi, komunikasi, serta teknologi yang diberikan kepada masyarakat
Dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh (David Osborne dan Plastrik, 2001) sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dapat dilihat sebagai berikut :
 1. Strategi Inti (core strategy)
     Merujuk pada sejauh mana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan, program serta inisiatif utama yang selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Strategi inti merupakan dasar utama yang menjadi arah kebijakan dan pelaksanaan program di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Strategi ini mencerminkan sejauh mana dinas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program kerja yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Dalam pelaksanaannya strategi inti fokus pada penyediaan layanan informasi publik yang transparan, cepat dan akurat sesuai dengan tuntutan era digital saat ini. Dinas kominfotiksan menetapkan program prioritas seperti pengembangan sistem informasi pemerintah daerah, digitalisasi layanan serta penyebaran informasi publik yang proaktif melalui berbagai media baik cetak maupun digital. Visi organisasi dijabarkan dalam rencana strategis (renstra) dan misi dijalankan melalui pelaksanaan program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang terbuka dan mudah diakses.
 2. Strategi Konsekuensi (consequences strategy)
      Langkah-langkah yang diambil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagai dampak dari penerapan strategi inti dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik untuk menangani tantangan yang muncul. Strategi konsekuensi adalah serangkaian tindakan lanjutan atau penyesuaian yang dilakukan oleh dinas sebagai dampak langsung dari penerapan strategi inti. Ketika strategi inti dijalankan berbagai tantangan dan perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi informasi, dinamika kebutuhan masyarakat atau kendala birokrasi pasti akan muncul. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menyusun strategi responsif guna mengatasi hambatan tersebut. Misalnya jika masyarakat belum sepenuhnya memahami cara mengakses layanan informasi digital maka dinas akan menyelenggarakan pelatihan literasi digital atau menyediakan layanan bantuan langsung. Selain itu dinas juga melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan yang terus berkembang termasuk penyesuaian alokasi anggaran, penguatan sumber daya manusia dan pengadaan teknologi yang lebih mutakhir guna mendukung kelancaran penyampaian informasi publik.
 3. Strategi Pelanggan (customer strategy)
      Merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk memahami, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama layanan informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Strategi pelanggan mencerminkan pendekatan dinas dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama layanan informasi publik. Dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai mengedepankan prinsip pelayanan yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan publik. Dinas melakukan pemetaan kebutuhan informasi masyarakat melalui survei, forum diskusi publik dan interaksi langsung melalui media sosial. Hasil pemetaan ini digunakan untuk menyusun konten informasi yang relevan dan dibutuhkan masyarakat seperti pengumuman kebijakan daerah, informasi layanan publik hingga klarifikasi isu-isu hoaks. Layanan informasi pun dikembangkan secara multikanal baik melalui website resmi, media sosial, layanan pesan instan maupun media konvensional. Dengan strategi ini dinas berupaya menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Strategi Pengawasan (control strategy)
     Untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program dan layanan informasi publik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Strategi pengawasan merupakan bentuk pengendalian dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan layanan informasi publik yang dijalankan telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui evaluasi kinerja, audit program serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan layanan. Pengawasan ini juga melibatkan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang dijadikan tolok ukur pencapaian program. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas eksternal melalui saluran pengaduan atau kritik konstruktif juga menjadi bagian dari strategi ini. Tujuannya adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan atas setiap layanan informasi publik yang disediakan oleh dinas.
         5. Strategi Budaya (culture strategy)
      Upaya yang dilakukan untuk membangun, mengembangkan dan memelihara budaya organisasi yang mendukung tujuan dan visi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Dumai. Strategi budaya berfokus pada pengembangan nilai, norma dan sikap kerja yang menjadi dasar pembentukan karakter organisasi. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai berupaya menciptakan budaya kerja yang profesional, adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini dilakukan melalui pembinaan internal terhadap pegawai, penanaman nilai integritas, kerja sama tim dan komitmen terhadap visi organisasi. Selain itu dinas juga menumbuhkan budaya inovasi dengan mendorong pegawai untuk berpikir kreatif dalam menyampaikan informasi publik dan mengadopsi teknologi baru. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkala menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi dan etos kerja pegawai. Strategi budaya ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta memperkuat citra dinas di mata masyarakat sebagai lembaga yang modern, responsif dan terpercaya.
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Kerangka Berpikir Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai

Perwa Nomor 59 Tahun 2018

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2. Layanan informasi dan komunikasi publik

3. Kemitraan informasi dan komunikasi publik


Strategi Penyelenggaraan Layanan Publik
(David Osborne dan Plastrik, 2001)

1. Strategi Inti

2. Strategi Konsekuensi

3. Strategi Pelanggan

4. Strategi Pengawasan

5. Strategi Budaya
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam kondisi yang alami. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian (Sugiyono, 2020). Dengan kata lain, metode ini menggambarkan fenomena melalui deskripsi yang disampaikan baik dalam bentuk kalimat maupun bahasa yang alami.
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai strategi yang diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.
B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang beralamat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 2, Jalan. H.R. Soebrantas Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini berfungsi sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi, teknologi informasi, statistik, dan persandian guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Diskominfotiksan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta implementasi berbagai kebijakan dan inovasi digital dalam pemerintahan. Dengan melakukan penelitian di instansi ini, diharapkan dapat diperoleh data dan fakta yang relevan mengenai strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat Kota Dumai.
C. Informan

Menurut (Moleong, 2015) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikan dan kesukarelaannya ia dapat meberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian. Untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini adalah teknik yang penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau merujuk pada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan. Adapun informan pada penelitian ini dapat dilihat dibawah ini :
Tabel III.1

Informan Penelitian

	No
	Informan Penelitian
	Jumlah (Orang)

	1.
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	1 

	2.
	Kepala Bidang Statistik dan
Persandian
	1 

	3.
	Kepala Bidang Layanan Aplikasi 
E-Government
	1 

	4.
	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
	1 

	5.
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	1 

	Jumlah
	5



Adapun karakteristik penulis dalam memilih informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu :
1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman yang Relevan
      Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengalaman, pemahaman, serta keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan layanan informasi publik pada Diskominfotiksan Kota Dumai
2. Memiliki Peran dan Tanggung Jawab dalam Layanan Informasi Publik
      Informan berasal dari berbagai bidang seperti administrasi, perencanaan, teknologi informasi, analisis sistem, pengelolaan database, serta pengembangan aplikasi
3. Bersedia dan Mampu Memberikan Informasi yang Dibutuhkan
Informan yang dipilih adalah individu yang bersedia untuk diwawancarai dan mampu memberikan data serta informasi yang akurat terkait objek penelitian
4. Memiliki Wewenang atau Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan
Selain tenaga teknis, informan juga mencakup pejabat atau kepala bidang yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan terkait layanan informasi publik
D. Jenis dan Sumber Data
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer
Menurut (Sugiyono, 2020) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
Dalam penelitian ini, data primer merupakan hasil data dari persepsi kader dan masyarakat yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk di jawab sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya meliputi data tentang :
a. Adanya Kesempatan
b. Adanya Kemauan
c. Adanya kemampuan
2. Data Sekunder
Menurut (Sugiyono, 2020) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.
Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan diperoleh dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai untuk melengkapi penelitian ini yaitu :
a. Sejarah Lokasi Penelitian
b. Struktur Organisasi 
c. Tugas Pokok dan Fungsi
 d. Komposisi Pegawai
e. Sarana dan Prasarana
E. Teknik Pengumpulan Data
Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga metode pengumpulan data menjadi langkah yang sangat krusial dalam proses tersebut. Tanpa pemahaman mengenai metode ini, seorang peneliti tidak akan mampu mendapatkan data yang diperlukan. Menurut (Sugiyono, 2020) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, sumber, dan cara.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
     (Hadi, 1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan teknik lainnya (Sugiyono, 2020).
2. Wawancara (Interview)
     Menurut (Sugiyono, 2020) wawancara adalah pertemuan dua orang yang dilakukan melalui tanya jawab untuk bertukar ide dan informasi sehingga dapat memberikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti.
3. Dokumentasi
     Menurut (Sugiyono, 2020) dokumentasi adalah pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar, foto atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi. 
F. Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Menurut (Miles & Huberman, 1984) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data. Proses analisis ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi 
a. Reduksi Data

Menurut (Miles & Huberman, 1984) pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terdapat pada catatan lapangan. Adapun catatan lapangan disini apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian melakukan wawancara dengan informan. Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu. Kegiatan dari reduksi data dilakukan secara terus menerus dalam sebuah proyek yang berorientasi pada kualitatif yang berlangsung selama pengumpulan data. Dan data kualitatif dapat disederhanakan dalam aneka macam cara seperti seleksi, ringkasan, dan juga menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas
b. Penyajian Data
     Menurut (Miles & Huberman, 1984) penyajian data disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang dilakukan berbentuk sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan pada penarikan kesimpulan dan juga dalam pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif penyajian data yang sering digunakan adalah dalam bentuk teks narasi. Dikarenakan manusia tidak mampu menerima informasi dalam jumlah besar, maka perlu untuk menyederhanakan informasi yang kompleks dalam bentuk kesatuan yang sederhana dan mudah dipahami. Penyajian data tersebut dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, grafik, dan juga bagan.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
     Menurut (Miles & Huberman, 1984) suatu kegiatan konfigurasi yang utuh sebagian dari penarikan kesimpulan. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk mendapatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Selain itu juga melakukan dengan cara mendiskusikan. Menarik kesimpulan pada penelitian kualitatif diawali dengan mencari arti benda-benda yang mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan terakhir kadang tidak muncul sampai pada pengumpulan data berakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, kode, penyimpanan dan metode pencairan ulang yang digunakan, serta kecakapan peneliti dan tuntutan pemberi dan. Verifikasi bisa saja sesingkat pemikiran yang melintas di pikiran penganalisis selama menulis. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya serta kekukuhannya dengan melalui validitasnya.






















BAB IV 
GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
A.    Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota Dumai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian. Pembentukan Diskominfotiksan Kota Dumai merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
Pada mulanya Diskominfo Kota Dumai merupakan salah satu Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Dumai yaitu Bagian Kominfo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016. Bagian Kominfo merupakan penggabungan dari beberapa Tupoksi yang ada di OPD yaitu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik (Data Elektronik), Bappeda (Statistik) serta Dinas Perhubungan (Infokom).
Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Kota Dumai, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai, maka Bagian Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai sejak ditetapkan pada tanggal 15 November 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai merupakan gabungan dari Bagian Kominfo, Bagian Humas, serta Persandian yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.
Adapun visi Diskominfotiksan Kota Dumai yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2022". Untuk mewujudkan visi tersebut, Diskominfotiksan Kota Dumai menerapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif;
2. Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional;
3. Aspiratif;
4. Partisipatif dan transparan.
Diskominfotiksan Kota Dumai mempunyai tujuan sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital
Tujuan 2  : Mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan dengan      membangun sistem informasi publik
Tujuan 3 : Menjamin partisipasi dan aspirasi masyarakat melalui media komunikasi publik
Data yang dihasilkan oleh Diskominfotiksan Kota Dumai didapatkan melalui sensus dan survei yang dilakukan sendiri serta melalui departemen atau lernbaga pernerintahan lainnya sebagai data sekunder. Data ini digunakan untuk mendukung kegiatan statistik di perangkat daerah, lembaga pemerintah, maupun institusi lainnya serta masyarakat dalam membangun sistem informasi dan statistik daerah yang terintegrasi. Oleh karena itu, Diskominfotiksan Kota Dumai memiliki peranan penting sebagai penyedia dan pengelola data yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan pembangunan.
Gedung Diskominfotiksan Kota Dumai yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 2, Jalan H.R. Soebrantas Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Jarak Diskominfotiksan Kota Dumai dari pusat Pemerintahan Kota Dumai adalah sekitar 4 km. Cakupan wilayah kerja Diskominfotiksan Kota Dumai meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Dumai dengan luas sekitar 1.727 km², Diskominfotiksan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi, komunikasi publik, persandian, serta statistik sektoral di seluruh wilayah Kota Dumai.



B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi Informatika   Statistik Dan Persandian Kota Dumai
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan, pegawai pada Diskominfotiksan Kota Dumai pada tahun 2025 berjumlah 74 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Perbedaan usia pada Diskominfotiksan Kota Dumai membuat lingkungan kerja menjadi lebih kompleks karena pegawai akan memiliki perspektif, pemikiran, ide, sikap,  dan tata nilai berbeda yang berpengaruh terhadap produktivitas Diskominfotiksan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.1
Keadaan dan Komposisi Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai Berdasarkan Usia
	No
	Kelompok Usia
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	PNS (Orang)
	Honorer (Orang)
	
	

	1.
	< 30 tahun
	4
	16
	20
	27,03

	2.
	30 – 39 tahun
	10
	20
	30
	40,54

	3.
	40 - 49 tahun
	8
	10
	18
	24,32

	4.
	> 50 tahun
	4
	2
	6
	8,11

	Jumlah
	26
	48
	74
	100%


Sumber Data : Diskominfotiksan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai mayoritas pegawai berada pada rentang usia 30–39 tahun, yaitu sebanyak 30 orang atau persentase sebesar 40,54% dari total keseluruhan pegawai. Selanjutnya, pegawai yang berada pada rentang usia < 30 tahun berjumlah 20 orang atau persentase sebesar 27,03%. Pegawai pada rentang usia 40–49 tahun berjumlah 18 orang atau persentase sebesar 24,32%. Sementara itu, pegawai yang berusia ≥ 50 tahun sebanyak 6 orang atau persentase sebesar 8,11%. Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai dominan berusia produktif. Akan tetapi, usia dan produktivitas tidak berkolerasi negatif karena usia sering diimbangi oleh keunggulan dari pengalaman.
2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai yang ada pada Diskominfotiksan Kota Dumai sebanyak 74 (tujuh puluh empat) pegawai yang terdiri dari 44 pegawai laki-laki dan 30 pegawai perempuan. Dari uraian diatas dapat kita lihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.2
Keadaan Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	PNS (Orang)
	Honorer (Orang)
	
	

	1.
	Laki-laki
	16
	28
	44
	59,46

	2.
	Perempuan
	10
	20
	30
	40,54

	Jumlah
	26
	48
	74
	100


Sumber Data : Diskominfotiksan Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa 74 orang jumlah pegawai sebanyak 44 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 59,46%, dan sebanyak 30 orang pegawai berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 40,54%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pegawai laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan pegawai perempuan.
3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap pegawai dalam menjalankan tugasnya dan juga menentukan penempatan jabatan dalam organisasi. Pegawai yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan lebih mudah memahami beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat golongan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.3
Keadaan Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Klasifikasi pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS (Orang)
	Honorer (Orang)
	
	

	1.
	Strata 2 (S2)
	9
	2
	11
	14,86

	2.
	Strata 1 (S1)
	12
	19
	31
	41,89

	3.
	Diploma III (DIII)
	2
	4
	6
	8,10

	4.
	SMA/SLTA
	3
	23
	26
	35,13

	Jumlah
	26
	48
	74
	100


Sumber Data : Diskominfotiksan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai sebagian besar memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 31 orang atau persentase sebesar 41,89%. Selanjutnya, sebanyak 26 orang atau persentase sebesar 35,13% merupakan lulusan SMA/SLTA 11 orang atau 14,86% merupakan lulusan Strata 2 (S2), dan sisanya sebanyak 6 orang atau 8,10% merupakan lulusan Diploma III (DIII). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Diskominfo telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang cukup memadai, meskipun masih terdapat proporsi yang cukup besar dengan pendidikan setingkat SMA/SLTA.
4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya, maka dipersiapkan para pegawai yang dapat menunjang kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Diskominfotiksan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:









Tabel IV.4
Keadaan Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai Berdasarkan Jabatan
	No
	Jabatan
	Klasifikasi pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS (Orang)
	Honorer (Orang)
	
	

	1.
	Pejabat Struktural
	5
	0
	5
	6,76

	2.
	Stastisi Ahli Muda
	2
	0
	2
	2,70

	3.
	Pranata Komputer Ahli Muda
	3
	1
	4
	5,41

	4.
	Pranata Humas Ahli Muda
	2
	1
	3
	4,05

	5. 
	Pranata Komputer
	2
	5
	7
	9,46

	6.
	Analis Keuangan Pusat/Daerah
	1
	2
	3
	4,05

	7.
	Analis Perencanaan dan Kerja Sama
	1
	2
	3
	4,05

	8.
	Analis Sistem Informasi dan Jaringan
	2
	3
	5
	6,76

	9.
	Pengadministrasi Persuratan
	2
	4
	6
	8,11

	10.
	Pengadministrasi Umum
	2
	3
	5
	6,76

	11. 
	Pengelola Sistem dan Jaringan
	1
	3
	4
	5,41

	12.
	Pengemudi
	2
	9
	11
	14,86

	Jumlah
	23
	48
	74
	100


Sumber Data : Diskominfotiksan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa Diskominfotiksan Kota Dumai memiliki Jabatan pengemudi merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 11 orang atau persentase sebesar 14,86% dari total 74 pegawai. Selanjutnya, jabatan pranata komputer sebanyak 7 orang atau persentase sebesar 9,46%, serta pengadministrasi persuratan sebanyak 6 orang atau persentase sebesar 8,11%  Jabatan-jabatan fungsional lain seperti analis sistem informasi dan jaringan, pengadministrasi umum, pengelola sistem dan jaringan, serta analis perencanaan dan kerja sama diisi oleh 3–5 orang. Sementara itu, jabatan pejabat struktural diisi oleh 5 orang PNS atau persentase sebesar 6,76%, menunjukkan keberadaan struktur kepemimpinan yang lengkap dan fungsional. Jabatan fungsional madya seperti statistisi ahli muda, pranata komputer ahli muda, dan pranata humas ahli muda memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit, yaitu antara 2 hingga 4 orang, Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian di Diskominfotiksan Kota Dumai telah memiliki distribusi sumber daya manusia yang cukup proporsional.
5. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat
Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap golongan/pangkat pegawai dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya golongan/pangkat pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel IV.5
Keadaan Pegawai Diskominfotiksan Kota Dumai Berdasarkan Golongan/Pangkat
	No
	Pangkat
	Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	1
	Pembina Utama Muda
	IV/C
	1
	3,85%

	2
	Pembina
	IV/A
	4
	15,38%

	3
	Penata Tingkat I
	III/D
	15
	57,69%

	4
	Penata
	III/C
	1
	3,85%

	5
	Pengatur Tingkat I
	II/D
	3
	11,54%

	6
	Pengatur
	II/C
	1
	3,85%

	7
	Juru Tingkat I
	I/D
	1
	3,85%

	Jumlah
	26
	100%


Sumber Data : Diskominfotiksan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa keadaan dan komposisi pegawai pada Diskominfotiksan Kota Dumai yang terdiri dari pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c terdapat sebanyak 1 orang atau persentase sebesar 3,85%, Pembina golongan IV/a sebanyak 4 orang atau persentase sebesar 15,38%, Penata Tingkat I golongan III/d sebanyak 15 orang atau persentase sebesar 57,69%, Penata golongan III/c sebanyak 1 orang atau persentase sebesar 3,85%, Pengatur Tingkat I golongan II/d sebanyak 3 orang atau persentase sebesar 11,54%, Pengatur golongan II/c sebanyak 1 orang atau persentase sebesar 3,85%, dan Juru Tingkat I golongan I/d sebanyak 1 orang atau persentase sebesar 3,85%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan III/d, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah berada pada jenjang karier menengah ke atas dalam struktur kepegawaian. Pangkat dan golongan merupakan kedudukan posisi pegawai dalam penempatan bidang tugasnya sesuai dengan kemampuan tanggung jawabnya dalam menjalani tugas pokok dan fungsi DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai.
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
1. Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai, dapat dilihat pada bagan berikut ini:







Bagan IV.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
UPT
SEKSI PERSANDIAN
DAN PENGAMANAN INFORMASI
SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT
SEKSI INTER KONEKSI DAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL
SEKSI PENYELENGGARAAN EKOSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEKSI PENGEOLAAN DATA INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS
SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK
SEKSI PENDATAAN, PENGELOLAAN DAN ANASLIS DATA STATISTIK SEKTORAL
SEKSI PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN APLIKASI E-GOVERNMENT
SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
BIDANG LAYANAN APLIKASI E-GOVERNMENT
BIDANG LAYANAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
















Sumber Data : Peraturan Wali Kota Dumai No.16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Dumai





2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfotiksan Kota Dumai

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur pembantuan ini bertujuan untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan tugas di setiap bidang dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Sekretariat

Sekretariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas utama melaksanakan perencanaan umum, penyusunan program dan anggaran, sertamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pelaksnan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, serta penataan organisasi dan tata laksana.
Fungsi koordinasi dalam penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara, dan urusan kerumahtanggaan juga menjadi bagian dari tugas Sekretariat. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sehingga memastikan kelancaran administrasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a) Pengoordinasian kegiatan Dinas Kominfotiksan;

b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Kominfotiksan;
c) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kominfotiksan;
d) Penataan organisasi dan tata laksana;

e) Pengoordinasian dan menyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f) Penyelenggaraan	pengelolaan	barang	milik/kekayaan negara; dan
g) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat terbagi atas tiga subbagian yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas khusus dalam mendukung pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Subbagian- subbagian tersebut terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha;

b) Subbagian Perencanaan; dan

c) Subbagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan informasi dan komunikasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sehingga memastikan pelaksanaan fungsi tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah; dan
f) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terbagi atas tiga seksi yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas bidang tersebut. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:
a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

b) Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik; dan

c) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

4. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government

Bidang Layanan Infrastruktur E-Government memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang mencakup pengelolaan infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data informasi dan interoperabilitas, serta interkoneksi dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sehingga memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas bidang ini berjalan sesuai dengan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Layanan Infrastruktur E-Government menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data ;
 d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan; informasi E- Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan; dan
f)   Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan organisasi Bidang Layanan Infrastruktur E-Government terbagi atas tiga seksi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas bidang tersebut. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:
a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

b) Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Interoperabilitas; dan

c) Seksi Interkoneksi dan Jaringan TIK.



5. Bidang Layanan Aplikasi E-Government

Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam lingkup pengembangan dan pengelolaan aplikasi E-Government, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta tata kelola E-Government. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sehingga memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas bidang ini berjalan sesuai dengan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan.
Uraian tugas Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
a)  Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan GCIO di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
c)  Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan GCIO di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
d)  Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan GCIO di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan GCIO di Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah; dan
f)  Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan organisasi Bidang Layanan Aplikasi E-Government terbagi atas tiga seksi yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas bidang tersebut. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:
a) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government;

b) Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK; dan

c) Seksi Tata Kelola E-Government.

6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan informasi statistik sektoral, serta persandian. Bidang Statistik dan Persandian tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
a)  Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan Informasi statistik sektoral, keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b)  Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan Informasi statistik sektoral, keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
c)  Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan Informasi statistik sektoral, keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
d)  Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan Informasi statistik sektoral, keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyajian data dan Informasi statistik sektoral, keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi dan pengelolaan informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
f)  Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Susunan organisasi Bidang Statistik dan Persandian terbagi atas 3 (tiga) Seksi. Seksi tersebut terdiri dari:
a) Seksi Pendataan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik 
Sektoral;
b) Seksi Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan

c) Seksi Persandian dan Pengamanan Sistem Informasi.


7. UPT

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT akan diatur dengan Peraturan Wali kota.
D. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai bahan dan alat untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pelayanan. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang atas terselenggaranya pelayanan. Fungsi sarana dan prasarana yaitu untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, dapat menimbulkan rasa aman bagi orang-orang yang berkepentingan.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai aktivitas dan kegiatan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai penunjang operasional dalam mendukung efektivitas kerja aparatur di lingkungan organisasi. Adapun sarana dan prasarana Diskominfotiksan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini.
Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
	  No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
(Unit)
	Kondisi

	1.
	Alat Besar
	3
	Baik

	2.
	Alat Angkutan
	4
	Baik

	3.
	Alat Bengkel dan Alat Ukur
	10
	Baik

	4.
	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	434
	Baik

	5.
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
	29
	Baik

	6.
	Komputer
	429
	Baik


 Sumber Data : Diskominfotiksan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam kondisi baik. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai memiliki sarana dan prasarana kerja yang mendukung kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai dan baik akan membantu keberlangsungan kegiatannya.
















BAB V
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
A. Identitas Informan
Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak-pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat sebagai berikut:
1. Jenis kelamin 
Jenis kelamin mempunyai dampak yang signifikan terhadap aktivitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan, karena jenis kelamin menentukan kinerja dalam organisasi, sedangkan keterampilan dan keahlian merupakan faktor yang menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan.
Identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1
Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1.
	Laki-laki
	5
	100

	
	Total
	5
	100


  Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan peneliti dalam Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai yakni terdiri dari 5 orang berjenis kelamin laki-laki.
2. Tingkat Pendidikan Informan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan informan, semakin tinggi tingkat pendidikan informan maka jumlah jawaban dan penjelasan yang diberikan pada rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti semakin banyak dan semakin baik. Dari hasil penelitian tentang Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai maka dapat diketahui tingkat pendidikan informan pada tabel di bawah ini:






Tabel V.2
	Jumlah 	Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Informan
	Persentase

	1.
	STRATA 1 (S1)
	2
	40,0

	2.
	STRATA 2 (S2)
	3
	60,0

	Total
	5
	100


 Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2025

Dari tabel V.2 dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai terdiri dari 2 (dua) orang memiliki tingkat pendidikan S1 dan berjumlah 3 (tiga) orang di tingkat S2.
3. Informan Berdasarkan Umur
Umur informan sangat mempengaruhi kematangan tindakan dan pikiran seseorang untuk mengambil keputusan. Pada umumnya yang berumur lebih tua cenderung bekerja dan berpikir lebih kritis karena memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi ketika menghadapi suatu permasalahan dalam bekerja. Untuk lebih jelas mengenai umur informan dalam penelitian Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai bisa dilihat pada tabel V.3 di bawah ini:
Tabel V.3
Jumlah Informan Berdasarkan Umur
	No
	Umur
	Informan
	Persentase

	1.
	31-40
	3
	60,0

	2.
	41-50
	1
	20,0

	3.
	51-60
	1
	20,0

	Total
	5
	100


 Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan 2025
Dari tabel V.3 dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai yang berada pada usia 31-40 tahun berjumlah 3 orang, dan yang berada di usia 41-50 berjumlah 1 orang, dan yang berada di usia 51-60 berjumlah 1 orang.
a. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai
Peningkatan kualitas merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbaiki, memperluas, dan memaksimalkan mutu pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik, peningkatan kualitas berarti adanya perbaikan dari segi kecepatan, ketepatan, keterbukaan, serta kemudahan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini penting karena informasi publik merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah untuk menyediakannya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Peningkatan kualitas juga merupakan strategi penting dalam manajemen pelayanan publik untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Upaya peningkatan ini mencakup evaluasi berkala terhadap sistem kerja, penggunaan teknologi informasi, pengembangan kompetensi aparatur, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan bagian dari transformasi organisasi menuju pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif.
Seperti halnya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, peningkatan kualitas layanan informasi publik diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan sarana prasarana pelayanan, serta penguatan sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.
 Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai dengan menggunakan teori David Osborne dan Plastrik dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai. Peningkatan kualitas layanan informasi publik pada dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota dumai melalui 3 (tiga) aspek: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Layanan informasi dan komunikasi publik, Kemitraan informasi dan komunikasi publik.
1. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
a. Strategi Inti
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana bapak sebagai Kepala Dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik?” Kepala Dinas menjawab: “Saya berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi agar penyampaian informasi lebih cepat dan akurat. Selain itu, koordinasi antarbidang terus diperkuat supaya pengelolaan informasi berjalan efektif. Saya juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta terus memperluas jangkauan komunikasi publik lewat website, media sosial, dan kanal informasi lainnya.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana Kepala Dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Belly menjawab: “Pak Kepala Dinas memang selalu mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan informasi publik. Menurut beliau, cara ini penting supaya layanan bisa lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, beliau juga bilang kalau koordinasi antarbidang terus diperkuat, tujuannya agar informasi yang keluar benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan diana. Kepala Dinas sering menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparatur lewat pelatihan. Tidak hanya itu, komunikasi dengan masyarakat juga diperluas lewat website dan media sosial resmi, supaya informasi lebih mudah sampai ke publik.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana Kepala Dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Fadly menjawab: “Jadi begini diana, Kepala Dinas selalu mendorong agar layanan informasi publik bisa berjalan lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi masyarakat sekarang bisa lebih mudah mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, beliau juga menekankan kerja sama antarbagian supaya alur informasi lebih jelas dan tidak terputus. Kepala Dinas juga cukup perhatian dengan peningkatan kemampuan pegawai, misalnya lewat pelatihan tentang sistem e-government. Dengan begitu, komunikasi publik jadi lebih lancar dan masyarakat merasa lebih terbantu.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana Kepala Dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Mulyono menjawab: “Begini nak diana, Kepala Dinas selalu menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur teknologi informasi agar layanan publik bisa berjalan stabil dan mudah diakses. Beliau mendorong penggunaan jaringan dan sistem yang lebih terintegrasi supaya informasi yang disampaikan ke masyarakat bisa cepat, aman, dan tidak terhambat. Selain itu, Kepala Dinas juga mengarahkan kami untuk terus melakukan pembaruan perangkat serta peningkatan kemampuan teknis pegawai. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, komunikasi publik jadi lebih efektif dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana Kepala Dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Saddam menjawab: “Gini dek, Kepala Dinas selalu menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Beliau mendorong kami untuk aktif menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial, supaya masyarakat bisa cepat tahu kebijakan dan kegiatan pemerintah. Selain itu, Kepala Dinas juga memberikan arahan agar konten informasi yang disampaikan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beliau juga mendukung adanya inovasi dalam komunikasi publik, misalnya dengan membuat format penyampaian yang lebih menarik dan interaktif, sehingga pesan pemerintah bisa tersampaikan lebih efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai pihak, terlihat bahwa peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai didukung oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya komitmen dan arahan langsung dari Kepala Dinas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, koordinasi yang baik antarbidang sehingga alur informasi dapat tersampaikan dengan jelas, cepat, dan akurat. Ketiga, dukungan infrastruktur digital yang memadai serta upaya pembaruan perangkat secara berkelanjutan. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar aparatur lebih siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital. Selain itu, penyampaian informasi juga diperluas melalui berbagai kanal, seperti website, media sosial, dan aplikasi layanan yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari jajaran pimpinan hingga pegawai untuk menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara indikator strategi inti dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Kepala Dinas mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah dan meningkatkan akurasi penyampaian informasi kepada masyarakat. Koordinasi antarbidang juga berjalan baik sehingga alur informasi menjadi lebih jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan pembekalan teknis guna mendukung penerapan e-government. Secara keseluruhan strategi inti yang diterapkan telah menghasilkan layanan informasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, strategi inti yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah sesuai dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001) karena kebijakan dan praktik pelayanan informasi publik diarahkan pada peningkatan kualitas, pemanfaatan teknologi serta penyederhanaan akses informasi bagi masyarakat.
b. Strategi Konsekuensi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Apa yang biasanya menjadi ukuran keberhasilan pegawai dalam menjalankan tugas terkait penyampaian informasi pak?” Bapak Khairil menjawab: “Menurut saya, ukuran keberhasilan pegawai itu bisa dilihat dari sejauh mana informasi yang mereka sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, saya juga melihat dari aspek kecepatan, ketepatan, dan ketelitian dalam menyampaikan informasi. Kalau pegawai bisa memberikan pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, berarti mereka sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Menurut bapak, apakah pernah ada kegiatan yang membahas hasil kerja selama ini?” Bapak Belly menjawab: “Pernah diana. Biasanya kami melaksanakannya dalam bentuk rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, setiap bidang menyampaikan capaian yang sudah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang perlu diambil. Dengan cara ini, hasil kerja dapat dievaluasi bersama dan menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
 “Apakah pernah ada kegiatan yang membahas hasil kerja selama ini pak?” Bapak Fadly menjawab: “Ya, ada diana. Biasanya kegiatan itu dilakukan dalam bentuk forum koordinasi internal bidang. Kami membahas perkembangan aplikasi yang sedang berjalan, efektivitas layanan digital yang sudah digunakan masyarakat, serta kebutuhan perbaikan sistem ke depan. Jadi bukan hanya melihat laporan capaian, tetapi juga memastikan layanan e-government benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, apakah pernah ada kegiatan yang membahas hasil kerja selama ini?” Bapak Mulyono menjawab: “Pernah diana, biasanya kami melakukan evaluasi dalam bentuk monitoring jaringan dan infrastruktur yang ada. Dari situ kami bisa mengetahui sejauh mana kualitas jaringan, keamanan data, serta kendala teknis yang dihadapi. Hasil pembahasan itu menjadi dasar untuk melakukan perbaikan infrastruktur agar pelayanan digital tetap berjalan lancar dan stabil.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Menurut bapak, apakah pernah ada kegiatan yang membahas hasil kerja selama ini?” Bapak Saddam menjawab: “Ada dong. Biasanya kami membahasnya melalui rapat evaluasi terkait publikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut, kami melihat sejauh mana pesan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik, bagaimana respon masyarakat, serta media apa yang paling efektif digunakan. Hasil pembahasan itu menjadi bahan perbaikan agar pelayanan informasi publik semakin mudah dipahami dan menjangkau lebih luas.”

Hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa setiap bidang pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai memiliki mekanisme tersendiri dalam membahas hasil kerja yang telah dilakukan. Pada bidang Statistik dan Persandian, kegiatan evaluasi biasanya dilaksanakan dalam rapat untuk melihat capaian, hambatan, dan tindak lanjut. Bidang Layanan Aplikasi E-Government lebih menekankan pada forum koordinasi internal yang membahas perkembangan aplikasi serta kebutuhan perbaikan sistem. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government melakukan monitoring jaringan dan infrastruktur sebagai bentuk evaluasi teknis. Sementara itu, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membahas hasil kerja melalui evaluasi publikasi dan respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, indikator strategi konsekuensi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sudah berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari mekanisme evaluasi kinerja masing-masing untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas. Kepala Dinas menilai keberhasilan pegawai dari sejauh mana informasi dapat disampaikan dengan cepat, tepat, akurat, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan evaluasi rutin dilakukan, baik melalui rapat, forum koordinasi internal, maupun monitoring infrastruktur untuk menilai capaian, hambatan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan. Evaluasi juga mencakup penilaian efektivitas media, respon masyarakat, dan kebutuhan perbaikan layanan digital, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
Hal ini sesuai dengan pendapat David Osborne dan Plastrik (2001) yang mana strategi konsekuensi bertujuan untuk menciptakan sistem penghargaan dan sanksi yang mendorong kinerja pegawai dan organisasi agar lebih efektif. Poin-poin utama strategi ini meliputi:
1. Memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai atau unit kerja yang berhasil mencapai target dan meningkatkan kualitas layanan
2. Menerapkan sanksi (punishment) yang jelas dan tegas bagi pegawai yang melanggar aturan atau tidak memenuhi standar kinerja
3. Menumbuhkan budaya akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap hasil kerja
Jika dikaitkan dengan penerapan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, strategi konsekuensi sudah terlihat melalui mekanisme evaluasi rutin, monitoring serta penilaian kinerja pegawai berdasarkan capaian layanan publik. Namun, agar hasilnya lebih optimal diperlukan penerapan reward dan punishment yang lebih terstruktur serta transparan sehingga motivasi pegawai semakin meningkat dan kualitas layanan informasi publik dapat terus berkembang.
c.  Strategi Pelanggan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Dalam menjalankan tugasnya, sejauh mana dinas membuka ruang komunikasi dengan masyarakat?” Bapak Khairil menjawab: “Kami selalu berupaya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui layanan informasi publik, media sosial resmi pemerintah, serta forum tatap muka apabila diperlukan. Bagi kami, masyarakat bukan hanya penerima informasi, tetapi juga mitra dalam memberikan masukan dan kritik yang membangun agar pelayanan pemerintah bisa terus ditingkatkan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Apa saja hal yang bapak lakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam menerima informasi?” Bapak Belly menjawab: “Biasanya bapak membantu dengan memberikan penjelasan secara langsung apabila masyarakat merasa kesulitan. Selain itu, bapak juga menyiapkan data secara sederhana agar lebih mudah dipahami.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
 “Apa saja hal yang Bapak lakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam menerima informasi?” Bapak Fadly menjawab: “Bapak biasanya memberikan pendampingan terkait penggunaan aplikasi layanan publik, karena sebagian masyarakat masih ada yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Untuk itu, kami menyiapkan petunjuk penggunaan yang sederhana, membuka layanan konsultasi, serta melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi secara online. Dengan begitu, hambatan yang ada bisa diminimalisir.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Apa saja hal yang Bapak lakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam menerima informasi?” Bapak Mulyono menjawab: “Kami berusaha memastikan infrastruktur jaringan tetap stabil agar masyarakat tidak kesulitan mengakses informasi. Jika ada gangguan, kami segera melakukan perbaikan teknis dan memberikan alternatif jalur akses. Selain itu, kami juga meningkatkan kualitas jaringan di area yang masih lemah supaya informasi bisa lebih cepat dan merata diterima masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Apa saja hal yang Bapak lakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam menerima informasi?” Bapak Saddam menjawab: “Saya biasanya menggunakan berbagai saluran komunikasi agar informasi lebih mudah diterima masyarakat dek, misalnya melalui media sosial, website resmi, dan juga media konvensional seperti spanduk atau baliho. Jika masih ada masyarakat yang kesulitan, kami siap memberikan penjelasan langsung, baik melalui layanan pengaduan maupun tatap muka. Dengan cara ini, informasi bisa tersampaikan secara lebih jelas dan merata.”

Hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam menjalankan strategi pelanggan, setiap bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai memiliki cara tersendiri untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan dalam menerima informasi. Kepala Dinas menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat melalui berbagai media dan forum tatap muka. Bidang Statistik dan Persandian berupaya menyederhanakan data serta memberikan pendampingan langsung. Bidang Layanan Aplikasi E-Government fokus pada pendampingan penggunaan aplikasi, penyusunan petunjuk sederhana, serta sosialisasi. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government lebih menekankan pada stabilitas jaringan, perbaikan teknis, dan perluasan akses. Sementara itu, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menggunakan berbagai saluran komunikasi, baik digital maupun konvensional, serta menyediakan layanan pengaduan dan penjelasan langsung kepada masyarakat.
Indikator strategi pelanggan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sudah berjalan sangat baik. Dinas secara konsisten membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat melalui berbagai kanal, baik media digital seperti website dan media sosial maupun forum tatap muka. Setiap bidang memiliki upaya tersendiri dalam membantu masyarakat yang mengalami hambatan menerima informasi mulai dari penyederhanaan data, pendampingan langsung hingga penyusunan petunjuk penggunaan layanan publik yang lebih mudah dipahami. Selain itu upaya menjaga stabilitas jaringan, melakukan perbaikan teknis, memperluas akses internet serta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik digital maupun konvensional turut mendukung kelancaran penyampaian informasi. Secara keseluruhan strategi pelanggan yang diterapkan mampu meningkatkan keterjangkauan informasi, memberikan kemudahan akses, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001), strategi pelanggan (customer strategy) menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan dan berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik berdasarkan kebutuhan mereka. Poin-poin utama strategi pelanggan meliputi:
1. Memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan
2. Membangun saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
3. Menyediakan layanan publik berbasis kebutuhan pelanggan, bukan sekadar rutinitas birokrasi
4. Memberikan pendampingan dan edukasi bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses informasi
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan layanan publik
Berdasarkan hal tersebut, strategi pelanggan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah sesuai dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001) karena setiap bidang aktif membuka ruang komunikasi, menyederhanakan akses informasi, memberikan pendampingan teknologi, dan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Dengan demikian, layanan informasi publik menjadi lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik.
d. Strategi Pengawasan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Apakah ada mekanisme yang memastikan informasi yang keluar dari dinas sudah melalui proses tertentu pak?” Bapak Khairil menjawab: “Tentu ada. Setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses verifikasi dan persetujuan terlebih dahulu. Kami memastikan bahwa isi informasi sesuai dengan data yang valid, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mekanisme ini, informasi yang keluar bisa dipertanggungjawabkan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Bagaimana bapak memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?” Bapak Belly menjawab: “Bapak memastikan dengan cara melakukan pengecekan data terlebih dahulu diana. Setiap informasi yang akan disampaikan harus diverifikasi dan dibandingkan dengan sumber data resmi. Selain itu, juga mengikuti aturan dan pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga apa yang diterima masyarakat benar-benar akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?” Bapak Fadly menjawab: “Bapak memastikan melalui proses uji coba dan telaah aplikasi sebelum diluncurkan. Setiap informasi yang ditampilkan dalam layanan digital harus sesuai dengan data resmi dan aturan yang berlaku. Selain itu, juga melakukan pembaruan secara berkala agar konten aplikasi tetap relevan dan tidak menimbulkan kesalahan informasi.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?” Bapak Mulyono menjawab: “Bapak memastikan dengan cara menjaga keandalan infrastruktur yang mendukung penyampaian informasi. Setiap sistem jaringan dan server dipantau agar tidak ada kesalahan teknis yang bisa memengaruhi isi informasi. Selain itu, bapak selalu menyesuaikan standar keamanan dan regulasi yang berlaku agar informasi tetap valid dan aman diakses masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Bagaimana Bapak memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?” Bapak Saddam menjawab: “Saya memastikan dengan melakukan penyaringan informasi sebelum dipublikasikan. Setiap konten diperiksa agar sesuai dengan data resmi dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, juga menyesuaikan bahasa penyampaian supaya lebih mudah dipahami masyarakat, namun tetap menjaga keakuratan dan ketepatan informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah memiliki mekanisme yang jelas dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi dan evaluasi dilakukan melalui koordinasi antarbidang serta adanya rapat evaluasi secara berkala. Setiap informasi yang akan dipublikasikan telah melalui tahap pengecekan, sehingga akurasi, kejelasan, dan kesesuaian dengan aturan dapat terjamin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dinas dalam menjaga kredibilitas dan kualitas informasi publik. 
Indikator strategi pengawasan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah terlaksana dengan baik. Setiap informasi yang akan dipublikasikan melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya dengan data resmi dan ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan juga dilakukan melalui pengecekan data, uji coba aplikasi, pemantauan infrastruktur serta penyaringan konten sebelum disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, rapat evaluasi dan koordinasi antarbidang secara berkala dilakukan guna menjaga konsistensi, keakuratan dan kejelasan informasi publik. Secara keseluruhan strategi pengawasan ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas, kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan oleh dinas.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001), strategi pengawasan (control strategy) bertujuan untuk memastikan kinerja organisasi berjalan sesuai dengan aturan, standar dan target yang telah ditetapkan. Poin-poin penting strategi pengawasan meliputi:
1. Menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi terhadap informasi atau pelayanan publik sebelum dipublikasikan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas dan akurasi layanan
3. Mengontrol proses penyebaran informasi agar selaras dengan kebijakan dan regulasi pemerintah
4. Menetapkan standar keamanan informasi untuk menjaga keaslian dan kepercayaan publik
5. Memastikan adanya koordinasi antarbidang agar seluruh informasi dan pelayanan publik terintegrasi dengan baik
Berdasarkan hal tersebut, strategi pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah sesuai dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001) karena adanya sistem verifikasi, evaluasi rutin, pemantauan infrastruktur serta pembaruan konten informasi secara berkala. Penerapan strategi ini membuat penyampaian informasi publik menjadi lebih akurat, terpercaya dan sesuai aturan.
e. Strategi Budaya
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Seperti apa suasana kerja antarpegawai dalam mendukung kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat pak?” Bapak Khairil menjawab: “Suasana kerja di dinas dibangun dengan kebersamaan dan saling mendukung. Pegawai selalu berkoordinasi satu sama lain agar setiap informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dan tepat waktu. Sesama pegawai juga menanamkan budaya keterbukaan dan kerja sama, sehingga apabila ada kendala dapat segera diselesaikan bersama. Dengan suasana kerja yang harmonis, pelayanan informasi kepada masyarakat bisa berjalan lebih lancar.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Apa yang bapak lihat dari sikap pimpinan yang bisa menjadi contoh dalam bekerja?” Bapak Belly menjawab: “Bapak melihat pimpinan selalu memberikan teladan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Beliau juga terbuka menerima masukan dari bawahan, sehingga suasana kerja menjadi lebih nyaman. Sikap seperti ini menurut bapak bisa menjadi contoh yang baik bagi pegawai untuk bekerja lebih serius sekaligus menjaga kekompakan dalam tim.” 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut: 
“Apa yang bapak lihat dari sikap pimpinan yang bisa menjadi contoh dalam bekerja?” Bapak Fadly menjawab: “Menurut bapak, pimpinan selalu memberikan contoh dengan cara bekerja secara profesional dan konsisten. Beliau menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan tepat, serta selalu mengingatkan agar pegawai menjaga integritas. Sikap ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Apa yang bapak lihat dari sikap pimpinan yang bisa menjadi contoh dalam bekerja?” Bapak Mulyono menjawab: “Bapak melihat pimpinan memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, tetapi tetap bijaksana. Beliau selalu menekankan pentingnya ketelitian dalam pekerjaan, khususnya terkait infrastruktur yang menyangkut layanan publik. Hal itu menjadi teladan bagi kami  para pegawai agar lebih teliti, bertanggung jawab, dan tidak bekerja setengah-setengah.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Apa yang bapak lihat dari sikap pimpinan yang bisa menjadi contoh dalam bekerja?” Bapak Saddam menjawab: “Saya melihat pimpinan selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik, baik dengan bawahan maupun dengan masyarakat . Beliau juga memberikan semangat agar setiap pegawai lebih terbuka dalam bekerja dan berani menyampaikan pendapat. Sikap ini sangat positif, karena membuat suasana kerja lebih terbuka dan pegawai merasa dihargai.”
	
Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa budaya kerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai tercermin dari teladan pimpinan yang menjadi contoh bagi pegawai. Pimpinan menunjukkan profesionalisme, integritas, ketelitian, ketegasan serta kemampuan menjaga komunikasi yang baik. Sikap-sikap tersebut membangun suasana kerja yang positif, kolaboratif dan terbuka sehingga mendorong semangat pegawai untuk meningkatkan kinerja. Budaya kerja yang demikian berperan penting dalam mendukung kelancaran penyampaian informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Budaya kerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sudah mulai dibangun melalui teladan pimpinan yang menunjukkan profesionalisme, integritas, kedisiplinan serta kemampuan menjaga komunikasi yang baik. Namun demikian, penerapan strategi budaya secara keseluruhan masih kurang terlaksana dengan baik. Meskipun pimpinan memberikan contoh positif dan berusaha menciptakan suasana kerja yang harmonis, penerapan budaya kerja yang mendorong inovasi dan peningkatan kinerja pegawai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pegawai yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, minimnya pelatihan serta pengembangan kompetensi dan belum maksimalnya penanaman budaya kerja berbasis inovasi. Selain itu, kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti institusi pendidikan dan lembaga pelatihan juga membuat penguatan budaya kerja modern dan profesional belum sepenuhnya terwujud.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001) strategi budaya (culture strategy) bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku pegawai agar selaras dengan visi dan misi organisasi. Strategi ini berfokus pada pembentukan budaya kerja yang mendorong inovasi, keterbukaan, kolaborasi serta orientasi pelayanan publik. Beberapa poin penting strategi budaya meliputi:
1. Memberikan teladan dari pimpinan dalam profesionalisme, integritas dan kedisiplinan
2. Mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antarpegawai
3. Menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan, terutama di era digital
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan
5. Membangun semangat kebersamaan agar setiap pegawai merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi
Berdasarkan hal tersebut, strategi budaya yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai belum terlaksana dengan baik.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
a. Strategi Inti
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana bapak sebagai kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Khairil menjawab: “Dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, saya berupaya memastikan agar seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat. Untuk itu, kami memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, saya juga mendorong setiap bidang untuk aktif memberikan data yang valid serta melakukan koordinasi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya percaya bahwa keterbukaan informasi dan kecepatan layanan menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Belly menjawab: “Menurut bapak, kepala dinas selalu menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Beliau juga mendorong kami para pegawai untuk terus berkoordinasi antarbidang agar tidak terjadi tumpang tindih data dan informasi. Selain itu, kepala dinas selalu mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab, sehingga apa yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Fadly menjawab: “Menurut saya, bapak kepala dinas selalu mendorong pemanfaatan teknologi dalam penyampaian informasi publik. Beliau menekankan pentingnya aplikasi dan sistem layanan yang ramah pengguna agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Dengan begitu, penyampaian informasi tidak hanya cepat, tetapi juga lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

	Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Mulyono menjawab: “Bapak kepala dinas sangat memperhatikan dukungan infrastruktur teknologi agar layanan informasi publik dapat berjalan lancar. Beliau menekankan bahwa jaringan dan sarana pendukung harus selalu siap dan terpelihara, sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses informasi.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Saddam menjawab: “Bapak kepala dinas selalu memberi arahan agar pegawai lebih responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya kecepatan dalam menyampaikan informasi yang akurat, terutama jika menyangkut hal-hal yang bersifat mendesak. Selain itu, beliau juga mendorong peningkatan kreativitas dalam menyajikan informasi agar lebih mudah dipahami masyarakat luas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang dapat disimpulkan bahwa strategi inti dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada aspek layanan informasi dan komunikasi publik dilakukan melalui beberapa upaya utama. Kepala Dinas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik antarbidang. Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi dan aplikasi yang mudah digunakan menjadi fokus utama agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government menegaskan perlunya kesiapan jaringan dan sarana pendukung yang andal, sehingga tidak terjadi hambatan teknis. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menekankan kecepatan, ketepatan serta kreativitas dalam menyampaikan informasi agar lebih responsif dan mudah dipahami masyarakat.
Strategi inti yang diterapkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik telah berjalan dengan baik. Kepala Dinas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antarbidang agar data yang disampaikan akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi ramah pengguna juga menjadi fokus utama untuk mempermudah akses informasi publik. Selain itu, dukungan infrastruktur dan sarana pendukung terus ditingkatkan guna memastikan kelancaran layanan. Dengan demikian, strategi inti yang diterapkan mampu menciptakan layanan informasi publik yang lebih cepat, tepat dan transparan.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001) strategi inti (core strategy) berfokus pada menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi secara jelas serta menyusun langkah strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi ini menekankan pentingnya efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, strategi inti yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah sesuai dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001) terlihat melalui pemanfaatan teknologi, penyediaan informasi yang transparan, peningkatan koordinasi antarbidang serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
b. Strategi Konsekuensi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Bagaimana cara instansi mengetahui apakah layanan informasi yang diberikan sudah berjalan dengan baik atau belum?” Bapak Khairil menjawab: “Biasanya saya melihatnya dari umpan balik masyarakat. Jika masyarakat merasa terbantu dan tidak ada keluhan yang berarti, maka itu menjadi tanda bahwa layanan informasi sudah berjalan baik. Selain itu, saya juga melakukan evaluasi internal secara rutin untuk menilai capaian dan memperbaiki kekurangan yang ada.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Apa bentuk pengakuan yang biasanya diberikan saat tugas berjalan dengan baik pak?” Bapak Belly menjawab: “Biasanya, ketika pegawai menjalankan tugas dengan baik, pengakuan diberikan dalam beberapa bentuk. Salah satunya berupa ucapan atau apresiasi langsung dari pimpinan saat rapat atau pertemuan internal. Selain itu, terkadang ada penghargaan resmi atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kinerja yang menonjol. Hal ini penting karena memberikan motivasi kepada pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerjanya. Tidak hanya itu, pengakuan juga bisa berupa kesempatan untuk memimpin proyek atau kegiatan tertentu, sehingga pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih maksimal.”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Apa bentuk pengakuan yang biasanya diberikan saat tugas berjalan dengan baik pak?” Bapak Fadly menjawab: “Biasanya, ketika pegawai berhasil menjalankan tugas dengan baik, pengakuan diberikan secara langsung oleh pimpinan melalui ucapan terima kasih atau apresiasi dalam rapat. Selain itu, kadang ada penghargaan resmi atau kesempatan untuk memimpin proyek tertentu, yang menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Apa bentuk pengakuan yang biasanya diberikan saat tugas berjalan dengan baik pak?” Bapak Mulyono menjawab: “Pegawai yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan pengakuan langsung dari pimpinan. Pengakuan seperti ini penting karena bisa memotivasi pegawai untuk terus bekerja dengan baik, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menjaga semangat dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas.”
	
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Apa bentuk pengakuan yang biasanya diberikan saat tugas berjalan dengan baik pak?” Bapak Saddam menjawab: “Pegawai yang berprestasi kadang diberi kesempatan memimpin kegiatan tertentu atau dipercaya menangani proyek penting. Bentuk pengakuan ini tidak hanya membuat pegawai merasa dihargai, tetapi juga meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dengan cara ini, kinerja pegawai lebih terjaga, dan kualitas layanan informasi publik bisa terus ditingkatkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi konsekuensi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik dilakukan melalui tanggapan dan tindak lanjut terhadap masukan atau reaksi masyarakat. Setiap masukan dicatat, dianalisis dan dibahas dalam koordinasi dengan bidang terkait untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Selain itu, pengakuan terhadap pegawai yang menjalankan tugas dengan baik juga menjadi bagian penting dari strategi ini, baik melalui ucapan terima kasih, apresiasi dalam rapat, penghargaan resmi atau kesempatan memimpin proyek tertentu. Strategi ini tidak hanya memastikan layanan informasi publik lebih efektif dan tepat sasaran tetapi juga memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka dan menjaga kualitas layanan tetap tinggi. 
Strategi konsekuensi yang diterapkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dilakukan melalui evaluasi layanan dan pemberian apresiasi kepada pegawai. Kepala Dinas menilai keberhasilan layanan informasi publik berdasarkan umpan balik masyarakat dan melakukan evaluasi internal secara rutin untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Selain itu, pegawai yang menunjukkan kinerja baik memperoleh pengakuan dan penghargaan dalam berbagai bentuk, seperti ucapan terima kasih, apresiasi dalam rapat, sertifikat penghargaan atau bahkan kesempatan memimpin proyek tertentu. Dengan demikian, strategi konsekuensi ini tidak hanya membantu memastikan layanan informasi publik berjalan baik dan tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan motivasi pegawai untuk terus memberikan kinerja terbaik.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001), strategi konsekuensi (consequences strategy) menekankan pentingnya memberikan insentif dan sanksi agar kinerja organisasi berjalan optimal. Dalam konteks Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai penerapan strategi ini tampak melalui evaluasi rutin berbasis umpan balik masyarakat dan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi. 
Hal ini sejalan dengan prinsip David Osborne dan Plastrik bahwa keberhasilan organisasi publik dapat ditingkatkan dengan mengaitkan hasil kerja dengan konsekuensi yang jelas baik berupa apresiasi maupun tindak lanjut perbaikan.
c. Strategi Pelanggan	 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Apa yang dilakukan agar informasi dari dinas bisa diterima secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah?” Bapak Khairil menjawab: “Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, baik media digital maupun non-digital. Untuk masyarakat yang aktif menggunakan internet, informasi disebarkan melalui website resmi, media sosial, serta aplikasi layanan. Sedangkan bagi masyarakat di wilayah yang belum maksimal menggunakan teknologi, informasi tetap diberikan melalui media konvensional seperti baliho, spanduk, serta melalui peran lurah dan camat. Dengan cara ini, penyebaran informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada yang tertinggal.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Pernahkah bapak berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan informasi?” Bapak Belly menjawab: “Interaksi langsung dengan masyarakat sering dilakukan diana, terutama pada kegiatan sosialisasi maupun pertemuan yang berkaitan dengan data dan informasi publik. Dari kegiatan tersebut bisa diketahui kebutuhan informasi masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk memastikan informasi yang disampaikan sudah jelas dan mudah dipahami.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Pernahkah bapak berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan informasi?” Bapak Fadly menjawab: “Pernah diana. Salah satunya dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi layanan publik. Pada kesempatan itu, masyarakat diberi penjelasan tentang cara penggunaan aplikasi agar lebih mudah mengakses informasi. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan masukan secara langsung untuk perbaikan aplikasi yang digunakan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Pernahkah bapak berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan informasi?” Bapak Mulyono menjawab: “Iya, tentu saja pernah. Biasanya dalam bentuk kegiatan pendampingan atau pelatihan sederhana mengenai pemanfaatan infrastruktur teknologi. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan jaringan dan fasilitas teknologi yang tersedia untuk mengakses informasi tanpa hambatan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Pernahkah bapak berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan informasi?” Bapak Saddam menjawab: “Pernah dek. Biasanya dilakukan dalam forum tatap muka seperti sosialisasi, diskusi publik, atau kegiatan penyebaran informasi langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat sekaligus menyampaikan umpan balik secara langsung kepada dinas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, strategi pelanggan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyebaran informasi ke seluruh wilayah, pemanfaatan teknologi informasi serta interaksi langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi atau pertemuan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi dapat diterima secara merata, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Strategi pelanggan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dilakukan melalui penyebaran informasi yang merata, pemanfaatan teknologi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Informasi publik disampaikan menggunakan berbagai saluran mulai dari media digital seperti website resmi, media sosial dan aplikasi layanan hingga media konvensional seperti baliho, spanduk serta dukungan lurah dan camat. Selain itu, dinas juga rutin melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk memastikan masyarakat memahami informasi yang diberikan serta dapat memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik. Melalui interaksi tatap muka, masyarakat memperoleh informasi secara jelas dan akurat sekaligus memiliki ruang untuk memberikan umpan balik dan menyampaikan kebutuhan mereka. Dengan demikian, strategi pelanggan ini membantu memastikan bahwa informasi publik tersampaikan secara optimal, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
Menurut David Osborne dan Plastrik (2001) strategi pelanggan (customer strategy) berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pengguna layanan. Pemerintah diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat, mendengar masukan mereka dan menyediakan informasi dengan cara yang mudah diakses. 
Berdasarkan hal tersebut, strategi pelanggan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah sesuai dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001), penerapan strategi ini terlihat melalui penyebaran informasi yang merata, pemanfaatan teknologi digital serta pendekatan tatap muka untuk memastikan layanan publik berbasis informasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Strategi Pengawasan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana cara memastikan semua kegiatan informasi ini sudah sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku?” Bapak Khairil menjawab: “Semua kegiatan yang berkaitan dengan informasi selalu disesuaikan dengan aturan, pedoman, dan kebijakan yang ada. Setiap kegiatan atau program sebelum dilaksanakan melewati tahap perencanaan dan koordinasi antarbidang. Selain itu, juga dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam koridor yang benar.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Apakah dalam pekerjaan sehari-hari, bapak perlu melaporkan atau berkonsultasi lebih dulu sebelum menyampaikan informasi?” Bapak Belly menjawab: “Ya, sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat, biasanya terlebih dahulu dilaporkan atau dikonsultasikan kepada pimpinan. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, langkah ini juga untuk menjaga agar informasi yang keluar tetap selaras dengan kebijakan dan arahan dari pimpinan. Begitu diana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Apakah dalam pekerjaan sehari-hari, bapak perlu melaporkan atau berkonsultasi lebih dulu sebelum menyampaikan informasi?” Bapak Fadly menjawab: “Iya, setiap informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu dilaporkan dengan pimpinan. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan arahan dan tidak menyalahi aturan. Dengan adanya proses ini, informasi yang keluar tetap terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu kira-kira diana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Apakah dalam pekerjaan sehari-hari, bapak perlu melaporkan atau berkonsultasi lebih dulu sebelum menyampaikan informasi?” Bapak Mulyono menjawab: “Benar diana, setiap informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu perlu dilaporkan dan dikonsultasikan kepada pimpinan. Hal ini penting agar informasi yang diberikan tidak keliru serta tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Dengan begitu, penyampaian informasi menjadi lebih terarah dan akurat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Apakah dalam pekerjaan sehari-hari, bapak perlu melaporkan atau berkonsultasi lebih dulu sebelum menyampaikan informasi?” Bapak Saddam menjawab: “Iya dek, setiap penyampaian informasi tentu melalui koordinasi dan persetujuan pimpinan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan benar-benar sesuai fakta, tidak menimbulkan salah paham, dan sejalan dengan kebijakan dinas. Dengan adanya mekanisme ini, proses komunikasi publik menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik dilakukan melalui beberapa langkah. Di antaranya dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, melakukan evaluasi berkala, melaporkan dan berkonsultasi kepada pimpinan sebelum publikasi serta menerapkan prosedur pemeriksaan dan verifikasi informasi. Selain itu, koordinasi dengan pimpinan dan seleksi konten juga menjadi bagian penting agar informasi yang dipublikasikan tetap akurat, sesuai kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi pengawasan ini dapat dikatakan cukup baik karena mampu meminimalisasi kesalahan informasi dan menjaga keselarasan dengan kebijakan dinas. Namun, belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan koordinasi antarbidang. Dengan penguatan mekanisme evaluasi dan peningkatan kapasitas pegawai strategi pengawasan ini berpotensi menjadi lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik.
Hasil temuan ini sejalan dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001) tentang control strategy, di mana keberadaan mekanisme kontrol, prosedur verifikasi serta koordinasi antarbidang menjadi kunci keberhasilan pengawasan. Dengan penerapan strategi pengawasan kualitas informasi publik dapat dijaga, potensi kesalahan dapat diminimalisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dapat ditingkatkan. Namun demikian efektivitas strategi ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan koordinasi antarbidang. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas pegawai dan penguatan sistem pengawasan internal agar strategi ini dapat berjalan lebih maksimal.
e. Strategi Budaya
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Menurut bapak, sikap seperti apa yang ditunjukkan dalam menjalankankan tugas sehari-hari?” Bapak Khairil menjawab: “Kalau dalam menjalankan tugas, saya selalu berusaha menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga menekankan pentingnya kejujuran serta komunikasi yang baik antarpegawai. Dengan begitu suasana kerja bisa menjadi lebih nyaman.”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Menurut bapak, seperti apa kerja sama antarpegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari?” Bapak Belly menjawab: “Kerja sama antarpegawai di kantor ini berjalan cukup baik. Setiap orang saling membantu dan terbuka saat ada kesulitan. Dengan suasana yang seperti itu, pekerjaan jadi lebih ringan dan bisa selesai dengan lebih cepat diana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, seperti apa kerja sama antarpegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari?” Bapak Fadly menjawab: “Kerja sama antarpegawai sudah terjalin dengan cukup baik. Setiap pegawai berusaha menjaga komunikasi dan saling menghargai, sehingga pekerjaan bisa lebih lancar. Dengan adanya kebersamaan seperti ini, suasana kerja juga jadi terasa nyaman.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, seperti apa kerja sama antarpegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari?” Bapak Mulyono menjawab: “Kerja sama antarpegawai berjalan dengan harmonis. Pegawai saling membantu saat ada tugas yang menumpuk dan terbuka untuk berdiskusi jika menemui kendala. Dengan kerja sama yang baik, pekerjaan jadi lebih efisien dan suasana kantor tetap menyenangkan dek.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Menurut bapak, seperti apa kerja sama antarpegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari?” Bapak Saddam menjawab: “Kerja sama antarpegawai sangat penting dek. Di sini, setiap orang saling mendukung dan berbagi informasi agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Suasana kerja yang seperti ini membuat semua pegawai merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa budaya kerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menekankan pada kerja sama, komunikasi yang baik, tanggung jawab dan saling menghargai antarpegawai. Setiap pegawai berusaha membantu satu sama lain, terbuka terhadap diskusi dan menjaga disiplin serta kejujuran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya kerja yang positif ini menciptakan suasana yang nyaman, efisien dan mendukung kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat.
Budaya kerja di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menekankan kerja sama, komunikasi yang baik, tanggung jawab dan saling menghargai antarpegawai. Setiap pegawai berusaha membantu satu sama lain, terbuka terhadap diskusi serta menjaga disiplin dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya kerja yang positif ini memang telah terbentuk namun penerapan strategi budaya secara keseluruhan masih kurang terlaksana dengan baik. Meskipun pimpinan memberikan teladan positif dan suasana kerja cenderung kondusif masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, minimnya pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai dan kurangnya inovasi dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital. Tantangan beban kerja yang tinggi juga membuat beberapa program peningkatan budaya kerja belum berjalan optimal.
Berdasarkan hal tersebut, strategi budaya yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai belum diterapkan dengan baik karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi budaya di dinas ini baru pada tahap pembentukan nilai-nilai dasar tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap transformasi budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penguatan seperti peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, pembinaan budaya kerja berbasis inovasi dan perluasan kolaborasi dengan pihak eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat memaksimalkan strategi budaya sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik secara optimal.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
a. Strategi Inti
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Bagaimana bapak sebagai kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Khairil menjawab: “Untuk meningkatkan kualitas layanan melalui kemitraan, dinas selalu menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun media. Setiap kegiatan informasi publik dirancang agar melibatkan mitra terkait, sehingga informasi yang disampaikan lebih luas jangkauannya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Selain itu, kerja sama ini juga membantu memastikan kesamaan persepsi dan koordinasi dalam penyampaian informasi.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Belly menjawab: “Bapak kepala dinas atau pak khairil selalu mendorong adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah lain, media, maupun organisasi masyarakat. Dengan melibatkan mitra-mitra ini dalam setiap kegiatan, penyampaian informasi menjadi lebih luas dan efektif. Selain itu, kerja sama yang baik juga membantu menjaga koordinasi dan memastikan informasi sampai dengan jelas kepada masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Fadly menjawab: “Bapak khairil selalu mendorong keterlibatan mitra dalam setiap kegiatan layanan informasi. Dengan menjalin kerja sama yang baik dengan instansi lain, media, dan organisasi masyarakat, informasi yang disampaikan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini juga membantu memastikan koordinasi berjalan lancar sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Mulyono menjawab: “Kerja sama dengan berbagai pihak selalu ditekankan diana. Misalnya, koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, dan media lokal. Dengan keterlibatan semua mitra, penyampaian informasi menjadi lebih merata dan jelas bagi masyarakat di berbagai wilayah.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Menurut bapak, bagaimana kepala dinas meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik?” Bapak Saddam menjawab: “Bapak kadis selalu memastikan setiap kegiatan melibatkan mitra terkait dek, agar informasi dapat tersampaikan lebih luas dan tepat sasaran. Kerja sama ini juga penting untuk menyelaraskan persepsi dan koordinasi, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tetap akurat dan terpercaya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah lain, media, organisasi masyarakat hingga perangkat wilayah. Keterlibatan mitra dalam setiap kegiatan layanan informasi memastikan penyampaian informasi menjadi lebih luas, tepat sasaran dan mudah diterima masyarakat. Selain itu, kemitraan yang terjalin membantu menjaga koordinasi, menyelaraskan persepsi dan memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat serta terpercaya.
Strategi inti ini dapat dikatakan cukup baik karena berhasil meningkatkan jangkauan dan kualitas penyampaian informasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan baik, sebab masih ada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan kecepatan respons antarinstansi serta kebutuhan integrasi data dan informasi yang lebih baik. Dengan penguatan jaringan kemitraan, peningkatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang lebih maksimal, strategi ini berpotensi menjadi sangat optimal dalam mendukung penyebaran informasi publik yang merata dan terpercaya.
Jika dikaitkan dengan teori David Osborne dan Plastrik dinas ini sudah menerapkan prinsip strategi inti dengan baik, yaitu membangun jejaring kemitraan sebagai sarana untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat kualitas informasi publik. Namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
1. Keterbatasan sumber daya baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi
2.  Perbedaan kecepatan respons antarinstansi, yang membuat koordinasi kadang berjalan lambat
3.  Kebutuhan integrasi data dan informasi yang lebih baik agar tidak terjadi perbedaan konten informasi antarinstansi mitra
Untuk mengoptimalkan penerapan strategi ini, diperlukan:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan komunikasi publik dan pengelolaan kemitraan
2.  Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung koordinasi antarinstansi
3.  Penguatan mekanisme integrasi data agar penyampaian informasi publik menjadi lebih konsisten dan akurat
Dengan penguatan jaringan kemitraan dan peningkatan koordinasi, strategi inti pada aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik berpotensi semakin optimal dalam mendukung penyebaran informasi publik yang merata, transparan, dan terpercaya.
b. Strategi Konsekuensi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
“Ketika ada masukan atau reaksi dari masyarakat, apa yang biasanya dilakukan oleh pihak dinas pak?” Bapak Khairil menjawab: “Setiap masukan atau reaksi dari masyarakat selalu dicatat dengan baik dan dianalisis secara mendetail. Masukan tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi bersama bidang terkait untuk menentukan langkah tindak lanjut yang paling tepat. Tujuannya adalah agar layanan informasi publik selalu dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga berupaya memberikan tanggapan balik kepada masyarakat agar mereka merasa dilibatkan dan didengar, sehingga terjalin hubungan yang lebih baik antara dinas dan masyarakat. Proses ini membantu memastikan bahwa setiap kritik atau saran tidak hanya diterima, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Jika ada masukan dari masyarakat, bagaimana biasanya bapak menanganinya?” Bapak Belly menjawab: “Setiap masukan dari masyarakat dicatat dengan rapi dan diperhatikan secara serius. Biasanya, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis masukan yang diberikan, kemudian berkoordinasi dengan tim atau bidang terkait untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Selain itu, saya berusaha memberikan tanggapan balik kepada masyarakat agar mereka merasa didengar dan dilibatkan. Proses ini penting untuk menjaga hubungan baik antara dinas dan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan informasi publik semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
 “Jika ada masukan dari masyarakat, bagaimana biasanya bapak menanganinya?” Bapak Fadly menjawab: “Setiap masukan dari masyarakat selalu dicatat dan dianalisis secara menyeluruh. Setelah itu, saya melakukan koordinasi dengan tim atau bidang terkait untuk menentukan langkah tindak lanjut yang paling efektif. Selain itu, saya berusaha memberikan tanggapan atau klarifikasi kepada masyarakat agar mereka merasa didengar. Cara ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan layanan informasi publik tetap sesuai harapan mereka.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Jika ada masukan dari masyarakat, bagaimana biasanya bapak menanganinya?” Bapak Mulyono menjawab: “Masukan dari masyarakat selalu diperhatikan dengan serius. Pertama, saya mengevaluasi isi masukan tersebut, lalu mendiskusikannya dengan tim terkait untuk menentukan langkah perbaikan. Saya juga berusaha memberikan umpan balik kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pendapat mereka penting dan diperhitungkan. Dengan cara ini, pelayanan informasi publik bisa lebih responsif dan tepat sasaran.”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Jika ada masukan dari masyarakat, bagaimana biasanya bapak menanganinya?” Bapak Saddam menjawab: “Setiap masukan masyarakat dicatat dek dan dianalisis secara cermat. Setelah itu, langkah tindak lanjut dibahas dengan tim atau bidang terkait agar respons yang diberikan tepat dan efektif. Saya juga berusaha menyampaikan tanggapan balik kepada masyarakat agar mereka merasa dihargai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pelanggan dinas selalu menekankan pentingnya menanggapi masukan dan kebutuhan masyarakat secara serius. Setiap masukan dicatat, dianalisis dan dibahas dengan tim atau bidang terkait untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Selain itu pemberian tanggapan balik kepada masyarakat dilakukan agar mereka merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pelayanan. Strategi ini tidak hanya memastikan layanan informasi publik lebih responsif, tepat sasaran dan berkualitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap dinas serta memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan publik.
Strategi konsekuensi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik dilakukan dengan mencatat dan menganalisis setiap masukan masyarakat secara mendetail agar langkah tindak lanjut dapat ditentukan dengan tepat. Setiap masukan dibahas dalam rapat koordinasi dengan bidang terkait sehingga penanganannya lebih terarah. Selain itu, pemberian tanggapan balik kepada masyarakat dilakukan untuk membuat mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pelayanan. Penerapan strategi ini terbukti terlaksana dengan baik karena membuat pelayanan informasi publik lebih responsif, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan hasilnya dapat dikatakan optimal karena selain meningkatkan kualitas layanan, juga membangun kepercayaan dan hubungan harmonis antara dinas dan masyarakat.
Jika dikaitkan dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001), penerapan strategi konsekuensi di dinas ini sudah sesuai dengan konsep dasar yang menekankan evaluasi berkelanjutan dan respons terhadap publik. Namun dalam praktiknya strategi ini belum berjalan sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tingginya volume masukan masyarakat yang membutuhkan proses analisis lebih lama, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola data masukan secara cepat serta perbedaan tingkat koordinasi antarbidang yang kadang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pemanfaatan teknologi dan mempercepat proses integrasi data, strategi konsekuensi ini berpotensi diterapkan secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperkuat kemitraan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
c. Strategi Pelanggan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Jika masyarakat memberikan tanggapan, adakah proses untuk menindaklanjuti masukan tersebut pak?” Bapak Khairil menjawab: “Ya, setiap tanggapan dari masyarakat selalu diperhatikan dengan serius. Pertama, tanggapan dicatat dan dianalisis untuk mengetahui jenis masukan dan urgensinya. Selanjutnya, kami mendiskusikannya bersama bidang terkait untuk menentukan langkah tindak lanjut yang paling efektif. Selain itu, kami berusaha memberikan umpan balik kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pendapat mereka dihargai dan ditindaklanjuti. Proses ini penting untuk memastikan layanan informasi publik tetap responsif, tepat sasaran, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat merasa dilibatkan, dan hubungan antara dinas dan publik menjadi lebih harmonis.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Jika menerima saran atau komentar dari masyarakat, biasanya bapak meresponsnya seperti apa?” Bapak Belly menjawab: “Setiap saran atau komentar dari masyarakat selalu diperhatikan dengan serius. Biasanya, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu isi masukan tersebut, lalu berkoordinasi dengan tim atau bidang terkait untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Selain itu, saya berusaha memberikan tanggapan balik kepada masyarakat agar mereka merasa didengar dan dilibatkan. Dengan cara ini, pelayanan informasi publik bisa lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara dinas dan publik.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
 “Jika menerima saran atau komentar dari masyarakat, biasanya bapak meresponsnya seperti apa?” Bapak Fadly menjawab: “Setiap masukan dicatat dengan rinci dan dikaji untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap layanan yang diberikan. Saya kemudian mengoordinasikan tindak lanjut dengan bidang-bidang yang terkait agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Saya juga berupaya menghubungi masyarakat untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan, sehingga mereka merasa didengar dan mendapatkan kepastian atas tindak lanjut yang dilakukan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Jika menerima saran atau komentar dari masyarakat, biasanya bapak meresponsnya seperti apa?” Bapak Mulyono menjawab: “Masukan dari masyarakat selalu saya perhatikan dengan serius. Saya menelaah isi saran dan berdiskusi dengan tim terkait untuk menentukan tindakan perbaikan, misalnya peningkatan sistem atau pembaruan informasi. Selain itu, saya berusaha menyampaikan kembali hasil tindak lanjut kepada masyarakat agar mereka mengetahui bahwa pendapat mereka diperhitungkan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Jika menerima saran atau komentar dari masyarakat, biasanya bapak meresponsnya seperti apa?” Bapak Saddam menjawab: “Saya selalu mencatat dan menganalisis setiap komentar untuk mengetahui urgensi dan langkah yang perlu diambil. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan tim terkait agar tindak lanjutnya jelas dan efektif. Saya juga memberikan tanggapan balik kepada masyarakat, baik melalui pesan resmi maupun media komunikasi lainnya, agar mereka merasa dilibatkan dan tetap percaya terhadap layanan yang diberikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi pelanggan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik dilakukan melalui tanggapan aktif terhadap saran, komentar atau masukan dari masyarakat. Masing-masing pegawai memiliki pendekatan yang berbeda: ada yang menelaah prioritas dan isi masukan sebelum menentukan langkah tindak lanjut, ada yang langsung berdiskusi dengan tim terkait untuk solusi yang tepat dan ada pula yang menekankan pentingnya memberikan tanggapan balik agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai. Strategi ini memastikan layanan informasi publik tetap responsif, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan serta hubungan yang harmonis antara dinas dan publik.
Strategi pelanggan yang diterapkan dapat dikatakan sudah baik dan berjalan optimal meskipun tetap perlu evaluasi berkala agar kualitas layanan informasi publik dapat terus ditingkatkan dan memenuhi harapan masyarakat. Dinas juga berupaya memberikan tanggapan balik kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media resmi. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa didengar, dihargai dan dilibatkan dalam proses pelayanan. Penerapan strategi ini dinilai sudah cukup efektif karena mampu membuat layanan informasi publik menjadi lebih responsif, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika dikaitkan dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001), penerapan strategi pelanggan di dinas ini sudah selaras dengan prinsip orientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses pencatatan, analisis, tindak lanjut dan pemberian tanggapan balik menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Meskipun demikian, strategi ini masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, memperkuat sistem umpan balik yang lebih cepat serta melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dengan demikian penerapan strategi pelanggan ke depannya berpotensi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
d. Strategi Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Seberapa sering dilakukan pengecekan terhadap kegiatan penyampaian informasi di lapangan pak?” Bapak Khairil menjawab: “Pengecekan dilakukan secara berkala, baik melalui laporan rutin dari setiap bidang maupun kunjungan langsung ke lapangan. Saya memantau semua tahapan penyampaian informasi untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai prosedur dan pedoman yang berlaku. Selain itu, hasil pengecekan dibahas dalam rapat koordinasi untuk menentukan langkah perbaikan atau tindak lanjut jika ada kekurangan. Dengan cara ini, saya bisa memastikan layanan informasi publik tetap akurat, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Sejauh mana bapak terlibat dalam kegiatan yang tujuannya melihat kembali apakah pekerjaan sudah sesuai rencana?” Bapak Belly menjawab: “Bapak selalu terlibat aktif dalam kegiatan evaluasi rutin, seperti rapat koordinasi dan monitoring proyek. Dalam kegiatan tersebut, saya memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bidang terkait sudah sesuai dengan rencana dan pedoman yang berlaku. Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, saya langsung mendiskusikannya dengan tim untuk menentukan langkah perbaikan. Pendekatan ini membantu menjaga kualitas layanan informasi publik tetap tinggi dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
 “Sejauh mana bapak terlibat dalam kegiatan yang tujuannya melihat kembali apakah pekerjaan sudah sesuai rencana?” Bapak Fadly menjawab: “Saya rutin mengikuti rapat evaluasi dan monitoring proyek yang dilakukan oleh bidang terkait diana. Dalam kegiatan ini, saya memastikan setiap kegiatan penyampaian informasi sesuai dengan rencana dan pedoman yang berlaku. Jika ada hambatan atau ketidaksesuaian, saya langsung berdiskusi dengan tim untuk mencari solusi terbaik. Hal ini penting agar layanan informasi publik tetap efektif, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Sejauh mana bapak terlibat dalam kegiatan yang tujuannya melihat kembali apakah pekerjaan sudah sesuai rencana?” Bapak Mulyono menjawab: “Bapak aktif mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim atau bidang terkait. Setiap langkah pekerjaan dicek untuk memastikan kesesuaiannya dengan prosedur dan tujuan awal. Jika ditemukan perbedaan atau masalah, saya langsung berkoordinasi dengan tim untuk menentukan tindak lanjut. Pendekatan ini memastikan layanan informasi publik tetap berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Sejauh mana bapak terlibat dalam kegiatan yang tujuannya melihat kembali apakah pekerjaan sudah sesuai rencana?” Bapak Saddam menjawab: “Saya terlibat langsung dalam rapat evaluasi dan pemantauan kegiatan penyampaian informasi gitu dek. Setiap kegiatan diperiksa apakah sesuai dengan rencana dan standar yang berlaku. Jika ada kendala atau ketidaksesuaian, saya mendiskusikannya dengan tim untuk menentukan langkah perbaikan yang efektif. Dengan begitu, kualitas layanan informasi publik tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pengecekan rutin terhadap seluruh tahapan penyampaian informasi. Setiap pegawai dan bidang terkait selalu memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana, prosedur dan pedoman yang berlaku. Bila ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, langkah perbaikan segera ditentukan melalui koordinasi antarbidang. Strategi ini memastikan layanan informasi publik tetap efektif, akurat dan tepat sasaran sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas.
Strategi pengawasan dapat dikatakan sudah optimal karena mampu menjaga keteraturan proses penyampaian informasi, meningkatkan akurasi data serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat. Meskipun demikian evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan. Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, langkah perbaikan segera ditentukan melalui koordinasi antarbidang agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pendekatan ini membuat kualitas layanan informasi publik tetap akurat, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Jika dikaitkan dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001), penerapan strategi pengawasan di dinas ini sudah sesuai dengan prinsip control strategy yang menekankan pentingnya sistem pengawasan yang terstruktur. Adanya evaluasi berkala, pelaporan rutin dan koordinasi antarbidang menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas layanan publik. Meskipun demikian strategi ini masih dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah monitoring serta memperkuat integrasi data antarbidang, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, transparan dan efisien.
e. Strategi Budaya
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Khairil Adli, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau sebagai berikut:
 “Dalam menghadapi perkembangan zaman, bagaimana dinas menyesuaikan cara kerja agar tetap relevan?” Bapak Khairil menjawab: “Dinas selalu berupaya menyesuaikan budaya kerja dengan perkembangan zaman melalui beberapa cara. Pertama, kami mendorong pegawai untuk terbuka terhadap teknologi baru dan metode kerja yang lebih efisien, misalnya melalui pelatihan dan workshop. Kedua, komunikasi antarpegawai ditingkatkan agar koordinasi lebih cepat dan tepat sasaran. Ketiga, kami menekankan sikap adaptif, inovatif, dan proaktif dalam menghadapi perubahan. Dengan pendekatan ini, budaya kerja di dinas tetap relevan, dinamis, dan mendukung penyampaian informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Belly Marindra, S.H. selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian sebagai berikut:
“Saat ada perubahan teknologi, bagaimana bapak menyesuaikan diri?” Bapak Belly menjawab: “Setiap ada perubahan teknologi, saya berusaha menyesuaikan diri dengan beberapa langkah. Pertama, saya mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar yang berkaitan dengan teknologi baru agar pengetahuan saya selalu up to date. Kedua, saya belajar secara mandiri dengan membaca panduan, mencoba langsung aplikasi atau sistem baru, dan berdiskusi dengan rekan-rekan yang lebih memahami teknologi tersebut. Ketiga, saya berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan tim agar seluruh anggota bidang bisa menyesuaikan diri bersama, sehingga tidak ada yang tertinggal. Dengan pendekatan ini, proses kerja tetap efisien, pegawai tetap produktif, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat bisa tetap lancar dan relevan meskipun terjadi perubahan teknologi. Saya percaya, adaptasi yang konsisten dan kerja sama tim adalah kunci agar budaya kerja di bidang tetap progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Rasbullah, S.HI.,M.IP selaku Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagai berikut:
“Saat ada perubahan teknologi, bagaimana bapak menyesuaikan diri?” Bapak Fadly menjawab: “Setiap perubahan teknologi selalu menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Saya memulai dengan mempelajari secara mendalam sistem atau aplikasi baru melalui pelatihan resmi dan panduan teknis. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan-rekan dan tim untuk memahami implementasi terbaik dan berbagi pengalaman agar seluruh tim dapat menyesuaikan diri bersama. Selain itu, saya juga mencoba langsung menggunakan teknologi tersebut agar bisa mengidentifikasi kendala atau potensi masalah sejak dini. Dengan cara ini, proses kerja tetap efisien, layanan informasi publik tetap lancar, dan budaya kerja di dinas menjadi lebih adaptif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan zaman.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mulyono, S.Kom selaku Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagai berikut:
“Saat ada perubahan teknologi, bagaimana bapak menyesuaikan diri?” Bapak Mulyono menjawab: “Setiap perubahan teknologi selalu saya pelajari dengan seksama. Saya mengikuti pelatihan, membaca panduan, dan mencoba langsung teknologi baru untuk memahami cara kerja dan manfaatnya. Saya juga berdiskusi dengan tim agar mereka mendapatkan pemahaman yang sama dan bisa menyesuaikan diri secara bersamaan. Proses ini memastikan pekerjaan tetap efisien dan kualitas layanan informasi publik tetap terjaga. Selain itu, budaya kerja di bidang menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap inovasi, sehingga siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman diana.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, S.STP.,M.IP selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:
“Saat ada perubahan teknologi, bagaimana bapak menyesuaikan diri?” Bapak Saddam menjawab: “Dalam menghadapi perubahan teknologi, saya selalu mencoba bersikap proaktif dan terbuka. Pertama, saya mempelajari teknologi baru dengan teliti, baik melalui pelatihan resmi maupun eksplorasi mandiri, agar memahami seluruh fungsionalitasnya. Kedua, saya menerapkan teknologi tersebut secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga bisa melihat tantangan dan manfaatnya secara nyata. Ketiga, saya mendorong kerja sama tim dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman, sehingga seluruh rekan dapat menyesuaikan diri bersama. Selain itu, saya selalu mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi baru agar proses kerja lebih efisien, transparan, dan tetap memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa strategi budaya dilakukan melalui pembentukan sikap adaptif, inovatif dan kolaboratif di lingkungan kerja. Setiap pegawai secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, mengikuti pelatihan, belajar mandiri serta berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan tim. Pendekatan ini tidak hanya menjaga efisiensi dan kelancaran layanan informasi publik, tetapi juga membangun budaya kerja yang responsif, relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menghadapi tantangan baru. Dengan cara ini pegawai tetap produktif, kerja sama antaranggota tim terjaga dan layanan kepada masyarakat tetap berkualitas.
Strategi budaya secara keseluruhan masih kurang terlaksana dengan baik. Meskipun pegawai berupaya menyesuaikan diri, kendala seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan serta minimnya inovasi dalam mendukung pelayanan berbasis digital membuat strategi budaya ini belum sepenuhnya optimal. Selain itu belum adanya program penguatan budaya kerja yang terintegrasi juga membuat penerapannya berjalan parsial.
Jika disandingkan dengan teori David Osborne dan Plastrik (2001), dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dinas sebenarnya sudah sesuai dengan konsep culture strategy, yakni mendorong perubahan perilaku dan cara kerja pegawai agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal diperlukan upaya penguatan budaya kerja secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi pegawai, penambahan pelatihan berbasis teknologi serta penciptaan sistem kerja yang mendorong inovasi dan kolaborasi.
Secara keseluruhan, penelitian mengenai “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai” yang berlandaskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan teori David Osborne dan Plastrik (2001) dan menggunakan indikator strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pengawasan, strategi pelanggan dan strategi budaya menyimpulkan bahwa strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik yang diterapkan Diskominfotiksan Kota Dumai secara umum telah terlaksana dengan baik dan berjalan secara terstruktur serta menyeluruh. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi melalui berbagai program, inovasi layanan, dan penguatan sumber daya manusia agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses.
Berdasarkan hasil wawancara, penerapan strategi inti terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya komitmen Diskominfotiksan untuk menjalankan visi dan misi organisasi melalui pengembangan sistem informasi publik berbasis digital, penyediaan layanan data statistik dan optimalisasi website resmi serta media sosial sebagai pusat penyebaran informasi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi dengan menyesuaikan kebijakan pelayanan publik terhadap tuntutan era digital, termasuk melalui digitalisasi arsip, layanan berbasis aplikasi dan penyediaan informasi publik secara proaktif.
Selanjutnya, strategi konsekuensi juga terlaksana dengan baik. Diskominfotiksan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan dengan memperbaiki kebijakan, meningkatkan infrastruktur jaringan serta menyesuaikan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi ini juga tampak dari penyediaan sarana dan prasarana berbasis elektronik serta pembaruan sistem layanan agar mampu mengatasi gangguan teknis seperti masalah server dan akses informasi. Pemerintah daerah memprioritaskan pencapaian target pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi sekaligus memastikan perlindungan data dan keamanan informasi.
Penerapan strategi pelanggan pun terlaksana dengan baik. Diskominfotiksan melakukan pemetaan kebutuhan informasi masyarakat melalui survei langsung, forum diskusi publik dan interaksi melalui media sosial. Hasil pemetaan digunakan untuk menyediakan konten informasi yang relevan, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu upaya meningkatkan literasi digital masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sehingga masyarakat semakin mudah memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Diskominfotiksan berorientasi pada kepuasan pengguna informasi publik dan senantiasa menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi komunikasi.
Untuk strategi pengawasan, penerapannya terlaksana dengan baik. Diskominfotiksan menjalankan sistem pemantauan kinerja internal melalui audit, evaluasi program dan pengukuran capaian berdasarkan indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi sebagai pengawas eksternal melalui mekanisme pengaduan publik, saran dan kritik yang disalurkan baik secara langsung maupun melalui platform digital. Hal ini mencerminkan komitmen Diskominfotiksan dalam menciptakan tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, strategi budaya dinilai belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Diskominfotiksan memang telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, workshop dan pendampingan berkelanjutan, namun penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai profesionalisme dan belum meratanya budaya kerja inovatif membuat hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik berbasis teori David Osborne dan Plastrik berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Dumai. Strategi ini tidak hanya mencakup penyediaan informasi publik yang akurat dan transparan, tetapi juga melibatkan upaya nyata dalam meningkatkan literasi digital, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, membangun budaya kerja inovatif serta membuka ruang partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan pelayanan informasi publik di daerah lain sekaligus menjadi kontribusi akademik bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Menurut penulis, semua strategi ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian hendaknya harus menerapkan semua strategi dengan baik. 
Pembaruan Penelitian 
Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika di berbagai daerah. Beberapa penelitian terdahulu, seperti (Ratna, 2018), (Noerisma, 2024), (Hasibuan, 2022), (Anas, 2023) dan (Erid, 2022) umumnya hanya memfokuskan kajiannya pada penyampaian informasi, kualitas pelayanan, dan pola diseminasi informasi publik. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar belum membahas strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh dengan kerangka analisis yang jelas dan terukur.
Selain menggunakan teori David Osborne & Plastrik (2001) dengan lima strategi inti, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfotiksan. Dalam regulasi tersebut, peningkatan kualitas layanan informasi publik diarahkan melalui tiga aspek utama yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan informasi dan komunikasi publik serta kemitraan informasi dan komunikasi publik. Dengan mengintegrasikan teori manajerial David Osborne & Plastrik dengan aspek kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menganalisis strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kota Dumai.
Keunikan penelitian ini terletak pada kemampuannya melihat peningkatan kualitas layanan informasi publik dari berbagai sudut pandang sekaligus. Penulis tidak hanya menilai keberhasilan layanan dari sisi teknologi dan responsivitas, tetapi juga menganalisis bagaimana strategi kemitraan, pola komunikasi, budaya kerja dan literasi digital masyarakat saling berperan dalam membentuk kualitas penyampaian informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengevaluasi kinerja Diskominfotiksan Kota Dumai melainkan juga mengkaji hubungan antara inovasi teknologi, partisipasi publik serta koordinasi lintas instansi sebagai satu kesatuan yang utuh.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi publik di Diskominfotiksan Kota Dumai dapat ditingkatkan secara signifikan ketika berbagai strategi dijalankan secara integratif. Pemanfaatan teknologi digital melalui website, media sosial dan aplikasi resmi terbukti mampu memperluas jangkauan informasi, tetapi keberhasilan penyebarannya juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat dan keterlibatan publik dalam proses komunikasi. Selain itu, peran kemitraan dengan instansi pemerintah, media dan organisasi masyarakat turut memperkuat distribusi informasi agar lebih merata dan tepat sasaran. Budaya kerja pegawai yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terbuka terhadap perubahan menjadi faktor pendukung yang membuat layanan informasi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan integratif dan kontekstual yang digunakan. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara aspek teknologi, kemitraan, budaya dan responsivitas, sementara penelitian penulis justru membuktikan bahwa keberhasilan layanan informasi publik menuntut sinergi dari berbagai unsur tersebut. Selain itu, penelitian ini menghadirkan rekomendasi praktis yang relevan dengan perkembangan era digital seperti optimalisasi sistem digitalisasi, peningkatan literasi masyarakat, perluasan ruang partisipasi publik dan penguatan kolaborasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi Diskominfotiksan Kota Dumai dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik yang lebih efektif, efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
B.  Kendala Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
1.  Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dari aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai” penerapan strategi inti, konsekuensi, pelanggan dan pengawasan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sudah berjalan dengan cukup baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sistem layanan digital serta evaluasi kinerja yang mendukung transparansi. Kendala utama pada penerapan strategi budaya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai terlihat dari belum optimalnya pembentukan budaya kerja yang mendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Meskipun pimpinan dinas berusaha memberikan teladan positif, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa budaya kerja berbasis inovasi, keterbukaan dan profesionalisme belum sepenuhnya tertanam. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, minimnya pelatihan berkelanjutan serta beban kerja yang tinggi menyebabkan pegawai sulit beradaptasi dengan tuntutan transformasi digital. Selain itu, kolaborasi internal maupun eksternal belum berjalan maksimal sehingga budaya kerja modern yang diharapkan masih berada pada tahap dasar dan belum mencapai transformasi menyeluruh. Kurangnya program penguatan nilai-nilai organisasi serta rendahnya literasi digital pegawai juga membuat pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi publik tidak merata dan kurang efektif. Oleh karena itu, strategi budaya dinilai belum terlaksana dengan baik karena belum mampu menciptakan pola pikir, sikap dan perilaku kerja yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik secara optimal.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dari aspek layanan informasi dan komunikasi publik
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik penerapan strategi inti, konsekuensi, pelanggan, dan pengawasan dinilai sudah cukup berhasil dalam meningkatkan keterjangkauan layanan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat.  Hambatan yang muncul pada penerapan strategi budaya tampak dari masih rendahnya internalisasi nilai pelayanan prima di kalangan pegawai. Meskipun sudah ada arahan untuk menciptakan layanan yang transparan, cepat dan responsif, kenyataannya budaya kerja yang mengutamakan keterbukaan informasi serta kedekatan dengan masyarakat belum terbentuk secara menyeluruh. Pegawai terkadang masih terjebak pada pola kerja administratif yang kaku sehingga komunikasi dengan masyarakat kurang fleksibel dan tidak jarang menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian informasi. Selain itu, sikap inovatif dan kreatif dalam mengemas informasi publik juga belum menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga konten yang disajikan masih terbatas pada format formal dan kurang menarik perhatian masyarakat luas. Rendahnya konsistensi dalam memperkuat budaya kerja kolaboratif antarbidang di lingkungan dinas semakin memperburuk kondisi ini, karena koordinasi yang lemah berpengaruh terhadap kecepatan alur informasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi budaya belum sepenuhnya berhasil mengubah pola pikir dan perilaku pegawai agar lebih proaktif, adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi publik.




3. Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dari aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik, penerapan strategi inti, konsekuensi, pelanggan dan pengawasan juga telah berjalan relatif baik dengan adanya upaya kolaborasi bersama beberapa pihak dalam penyebaran informasi. Kendala yang muncul pada penerapan strategi budaya terutama terlihat dari belum kuatnya tradisi kerja sama yang berkelanjutan antara dinas dengan mitra eksternal seperti media massa, lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat. Walaupun kerjasama sudah dibangun melalui berbagai kegiatan, budaya kolaborasi yang intensif dan saling mendukung belum benar-benar mengakar. Pegawai masih cenderung menjalankan kemitraan secara seremonial dan formalitas, sehingga semangat kebersamaan dalam menyebarkan informasi publik kurang terasa. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi bersama, misalnya dalam menciptakan kampanye informasi publik yang kreatif dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pola komunikasi yang terjalin sering kali masih satu arah di mana dinas lebih dominan sebagai penyampai informasi, sementara masukan atau peran aktif mitra belum terintegrasi sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi budaya belum mampu membangun iklim kerja sama yang didasari oleh rasa saling percaya, keterbukaan dan komitmen bersama padahal nilai-nilai tersebut sangat penting untuk memperkuat peran kemitraan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kota Dumai.



















BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
1.   Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai yang berlandaskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggunakan teori David Osborne dan Plastrik (2001) dengan lima indikator yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pengawasan, strategi pelanggan dan strategi budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Dalam metode ini, penulis berperan sebagai instrumen utama penelitian yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai yang beralamat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 2, Jalan H.R. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau.
Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai lima orang informan kunci yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terkait layanan informasi publik di Diskominfotiksan Kota Dumai. Para informan tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai dengan menggunakan teori David Osborne dan Plastrik dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, maka penelitian ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat bagaimana peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai. Peningkatan kualitas layanan informasi publik pada dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota dumai melalui 3 (tiga) aspek: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Layanan informasi dan komunikasi publik, Kemitraan informasi dan komunikasi publik. Hasil dari masing-masing aspek tersebut yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Berdasarkan teori David Osborne dan Plastrik (2001) digunakan untuk menilai peningkatan kualitas layanan informasi publik berdasarkan lima indikator strategi. Strategi inti menunjukkan hasil yang baik melalui kebijakan pengelolaan data publik yang transparan dan akurat serta mulai berorientasi pada digitalisasi informasi. Strategi konsekuensi juga berjalan baik dengan adanya upaya perbaikan sistem ketika terjadi gangguan teknis maupun kendala server sehingga penyediaan informasi tetap dapat dipulihkan. Strategi pelanggan memperlihatkan hasil positif karena dinas berusaha menyediakan data sesuai kebutuhan masyarakat agar mudah diakses dan dimanfaatkan. Strategi pengawasan berjalan cukup efektif melalui mekanisme pemantauan internal terhadap sistem informasi yang dijalankan. Namun, strategi budaya masih menjadi kendala karena belum sepenuhnya terbentuk budaya kerja terbuka dan adaptif di seluruh jajaran pegawai.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Berdasarkan teori David Osborne dan Plastrik (2001), lima indikator strategi juga dapat dilihat hasilnya pada aspek layanan informasi dan komunikasi publik. Strategi inti menunjukkan hasil baik dengan adanya komitmen penyediaan layanan informasi yang cepat, terbuka, dan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Strategi konsekuensi terlihat positif dari langkah perbaikan yang dilakukan ketika terjadi keterlambatan informasi ataupun gangguan sistem. Strategi pelanggan menghasilkan capaian baik karena dinas menyediakan berbagai kanal layanan, seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi layanan publik sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi. Strategi pengawasan pun berjalan baik dengan dilakukannya evaluasi terhadap penyampaian informasi agar kualitas layanan terus meningkat. Akan tetapi, strategi budaya masih menjadi kelemahan karena interaksi dan kedekatan dengan masyarakat belum maksimal sehingga literasi digital dan komunikasi publik perlu lebih diperkuat.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
Dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik, teori David Osborne dan Plastrik (2001) juga menunjukkan penerapan strategi yang sebagian besar berjalan baik. Strategi inti menghasilkan capaian positif dengan terbentuknya kebijakan kerja sama bersama media, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi publik. Strategi konsekuensi terlihat baik melalui upaya perbaikan pola kerja sama agar peran mitra tidak hanya sebatas formalitas, melainkan ikut mendukung keterbukaan informasi. Strategi pelanggan menunjukkan hasil baik dengan adanya pelibatan masyarakat sebagai penerima sekaligus mitra dalam mendukung penyebaran informasi publik. Strategi pengawasan pun terlihat berjalan cukup baik melalui pemantauan efektivitas kerja sama dengan pihak eksternal. Namun, strategi budaya masih menjadi hambatan karena budaya kolaboratif yang berkesinambungan belum sepenuhnya terbangun sehingga peran mitra terkadang belum optimal.
Pembaruan Penelitian
Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika di berbagai daerah. Beberapa penelitian terdahulu, seperti (Ratna, 2018), (Noerisma, 2024), (Hasibuan, 2022), (Anas, 2023) dan (Erid, 2022) umumnya hanya memfokuskan kajiannya pada penyampaian informasi, kualitas pelayanan, dan pola diseminasi informasi publik. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar belum membahas strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh dengan kerangka analisis yang jelas dan terukur.
Penelitian penulis memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan lima strategi David Osborne & Plastrik (2001) yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengawasan dan strategi budaya. Pendekatan ini memberikan nilai kebaruan (novelty) karena penelitian penulis tidak hanya berfokus pada satu aspek melainkan memadukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh.
Selain menggunakan teori David Osborne & Plastrik (2001) dengan lima strategi inti, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfotiksan. Dalam regulasi tersebut, peningkatan kualitas layanan informasi publik diarahkan melalui tiga aspek utama yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan informasi dan komunikasi publik serta kemitraan informasi dan komunikasi publik. Dengan mengintegrasikan teori manajerial David Osborne & Plastrik dengan aspek kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menganalisis strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kota Dumai.
Keunikan penelitian ini terletak pada kemampuannya melihat peningkatan kualitas layanan informasi publik dari berbagai sudut pandang sekaligus. Penulis tidak hanya menilai keberhasilan layanan dari sisi teknologi dan responsivitas, tetapi juga menganalisis bagaimana strategi kemitraan, pola komunikasi, budaya kerja dan literasi digital masyarakat saling berperan dalam membentuk kualitas penyampaian informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengevaluasi kinerja Diskominfotiksan Kota Dumai melainkan juga mengkaji hubungan antara inovasi teknologi, partisipasi publik serta koordinasi lintas instansi sebagai satu kesatuan yang utuh.
2.   Kendala Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Peningkatan kualitas layanan informasi publik pada dinas komunikasi informatika statistik dan persandian kota dumai melalui 3 (tiga) aspek: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Layanan informasi dan komunikasi publik, Kemitraan informasi dan komunikasi publik.
1. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik masih berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung yang belum optimal. Meskipun sistem informasi telah dibangun untuk menunjang keterbukaan publik, sering terjadi gangguan teknis seperti error pada website, keterlambatan pembaruan data serta keterbatasan kapasitas server yang menghambat ketersediaan informasi secara cepat dan akurat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keahlian teknis dalam pemeliharaan sistem digital sehingga proses pengelolaan informasi belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal tersebut menjadi kendala nyata dalam penerapan strategi peningkatan kualitas layanan karena masyarakat tidak selalu dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara mudah.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 
Pada aspek layanan informasi dan komunikasi publik, kendala yang menonjol terletak pada kurangnya konsistensi dalam memberikan layanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun Diskominfotiksan Kota Dumai telah menyediakan berbagai kanal baik website resmi maupun media sosial, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjawab harapan publik. Konten informasi yang ditampilkan masih bersifat formal dan kaku, sehingga kurang menarik bagi masyarakat luas. Selain itu, komunikasi yang terjalin masih cenderung satu arah dengan minimnya interaksi timbal balik yang dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya pelayanan yang transparan dan interaktif belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan pegawai sehingga strategi peningkatan kualitas layanan belum berjalan optimal.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik dalam Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
Pada aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya keberlanjutan kerja sama dengan pihak eksternal. Meskipun dinas telah menjalin hubungan dengan media massa, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Kerja sama tersebut masih bersifat formalitas dan belum berkembang menjadi kolaborasi strategis yang saling menguntungkan. Minimnya budaya kerja sama yang berbasis kepercayaan, keterbukaan dan inovasi membuat peran mitra eksternal belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Akibatnya kemitraan yang seharusnya berfungsi untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
B. Saran
Peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai yang terdiri dari: Peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam aspek layanan informasi dan komunikasi publik, Peningkatan kualitas layanan informasi publik dalam aspek kemitraan informasi dan komunikasi publik. Dari hasil analisis yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan informan yang dilakukan secara mendalam beberapa hal yang masih terdapat kelemahan. Dari kelemahan yang ditemukan untuk pengembangan kedepan dalam melakukan peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, perlu melakukan perbaikan sebagai berikut:


1.  Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai perlu memperkuat indikator strategi budaya dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan kompetensi dan profesionalisme pegawai agar memiliki kemampuan yang selaras dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi serta pembentukan budaya kerja yang inovatif, kreatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, Kepala Dinas juga diharapkan mampu mendorong pegawai untuk lebih proaktif dalam menciptakan terobosan baru melalui pemanfaatan teknologi digital, pemberian penghargaan terhadap ide-ide segar serta penyediaan ruang diskusi internal yang mendorong lahirnya inovasi. Tidak kalah penting, pembinaan, pendampingan serta evaluasi budaya kerja harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar nilai integritas, kerja sama, adaptasi serta komitmen pelayanan publik dapat terus ditanamkan dan dijalankan secara konsisten. 
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